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BABI 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Aparatur Negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang ASN 

no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Lgi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil neg3ra 

merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk 

mencapai tujuan bangsa. Aparatur Sipil Negara selain sebagai pelayan 

publik, juga merniliki tugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan juga 

perekat dan pemersatu bangsa. 

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada 

ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, Calon Pegawal Negeri 

Sipil(CPNS) wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui 

proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, 

semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperIcat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. 

Dalam mewujud kan Reformasi Birokrasi, diperlukan sebuah 

penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu 

penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal can 

non klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, sehinçga 

memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, can 

mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), 
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dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai 

karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. 

Dari pengantar di atas, diperlukan suatu terobosan atau inovasi yang 

diciptakan oleh CPNS sebagai syarat kelulusan menjadi Pegawai Neeri 

Sipil (PNS). Selain inovasi yang nantinya akan diterapkan di unit kerja 

CPNS, program tersebut juga harus berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN 

yaitu ANEKA, yang di dalamnya adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 

Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Rancangan inovasi juga hErus 

berkaitan dengan Pelayanan Publik, Manajemen ASN dan Whole of 

Government. Selain itu nilai-nilai organisasi juga diperlukan urtuk 

mengàitkan program inovasi dari CPNS, dalam hal mi adalah Nilai Dasar 

Organisasi di Iingkup Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, 

yaitu RAPI atau Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas. 

Tulisan mi akan menjelaskan suatu inovasi yang akan dirancang cleh 

Calon Pegawai Negeri Sipil di Setjen dan BK DPR RI dalam unit kerja 

Bagian Risalah dengan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif AN 

Pertama yaitu mengenai optimalisasi koordinasi kegiatan penyusunan 

risalsh rapat sementara. 

B. Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian Dewan Penwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisi 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
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Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah divah 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016; 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah 

Leg islatif 
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PROFIL ORGANISASI 

A. Vlsi Misi Unit Kerja Eselon II 
1. Visi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI 

"Terwujudnya 	dukungan 	persidangan 	Komisi 	dan Persidangan 

paripurna yang profesional dan akuntabel" 

2. Misi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI: 

Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan 

Fungsi DPR RI Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang 

Pengawasan. 

Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan 

Persidangan Paripurna. 

Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di 

Komisi dan Persidangan Paripurna. 

3. Tujuan Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI 

a) Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Furgsi 

DPR 	RI 	di 	Bidang 	Legislasi, 	bidang 	anggaran dan 	bidang 

pengawasan. 

Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan 

Persidangan Paripurna. 

Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi dan 

Persidangan Paripurna. 
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B. Struktur Organisasi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI 

PIMPINAN DPR RI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
	

BADAN KEAHLIAN 

DEPUTI 

PERSIDANGAN 

KEPALA BIRO 
PERSIDANGAN I 

KABAG. SET, 11 	KABAG. 	I I 	KABAG. 	FUNGSIONAL 
KOMISI I s.d. XI 	PERSIDANGAN 	BAGIAN 	b Peris.alah Legislatf 

I 	PARIPURNA 	RISALAH 	AM riadya 

Peris.alah LegisIatifAhi Muda 

TI3hLegisIatifAhIi Peilama 	
j 

[Asiter, Porisalah Legislalif Penyeha 

Asister Perisalah Legi&aIif Mahir 

Misteri Perisalah Legistatif Terarnpit 

[nun Risalah 

[Anahs Tata Lisaha 	 1 
I Pengoh Data 

Pengadmirnstrasi (Jmum 

Gambar 1. Struktur Organisasi 
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C. Tugas Dan Fungsi Perisalah LegislatifAhli Pertama: 

Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Perisalah LegislatifAhli Pertama 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara; 

2) Melakukan inventansasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rEpat 

untuk penyusunan risalah rapat sementara; 

3) Memeriksa hasH inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah 

rapat sementara; 

4) Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang 

berbahasa Indonesia, berdasarkan: 

Jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halarnan 

Jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

5) Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang 

berbahasa asing, berdasarkan: 

Jumlah halarnan risalah rapat sampai dengan 50 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halam2n 

Jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

6) Mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementaa yang 

berbahasa daerah berdasarkan: 

Jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 

Jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman 



Jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

Menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada 

penyelenggara rapat untuk dikoreksi 

Melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi 

penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi 

yang meliputi: 

Bulanan 

Triwulan 

Semester 

Tahunan 
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RANCANGAN AKTUALISASI 

A. IDENTIFIKASI ISU 

1. Isu : belum optimalnya koordinasi penyusunan risalah rapat sementara. 

Masalah atau isu yang ada di unit kerja Bagian Risalah adalah 

adanya alur koordinasi dan prosedur kerja yang belum terinteasi 

dengan balk sesuai jenjang jabatan, sehingga pekerjaan pembuatan 

risalah belum melalul mekanisme kerja sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi no. 26 tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah 

Legislatif. Hal ml disebabkan karena Belum optimalnya alur koordinasi 

pedoman standar prosedur cerja dalam penyusunan risalah rapat, 

sehingga mekanisme kerja belm terintegrasi dengari balk. 

Kondisi yang diharapkan dari masalah yang timbul adalah adanya 

koordinasi prosedur kerja yang optimal dalam penyusunari Risalah 

Rapat Sementara sesegera mungkin sehingga sistem dan mekanisme 

kerja dalam penyusunan Risalah lebih terkoordinir dan jelas akan 

mempermudah kegiatan pembuatan Risalah Rapat Sementara. 

Kegiatan tersebut akan lebih sistematis dan terarah. Selain itu dengan 

optimalnya alur koordinasi juga akan membantu pengumpulan data 

pelengkap untuk penyusunan Risalah Rapat Sementara seperti Jenis 

Rapat, Han! tanggal Rapat, Sifat Rapat, Pimpinan dan Sekretais Rat, 

dan Daftar anggota rapat yang hadir. 

Masalah tersebut cukup mendesak untuk segera bisa di perbaiki. 

Apabila koordinasi prosedur kerja penyusunan Risalah Rapat 

Sementara tidak optimal, maka untuk mencapai kinerja Risalah yang 

L!J
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cepat, tepat dan akuntabel akan sulit terwujud, dampak yang Iebih kas 

lagi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja Dewan. 

2. Isu : Belum adanya Pedoman yang mengatur mekanisme penyerian 

transkrip rapat untuk pembuatan Risalah Rapat Sementara 

Masalah atau isu yang ada di unit kerja Bagian RisIah yang 

kedua adaah belum adanya pedoman yang mengatur alur penyerian 

transkrip untuk dijadikan bahan penyusunan Risalah Rapat Sementara. 

Selama mi penyerahan transkrip rapat dari Asisten Perisalah Legislatif 

tidak menggunakan standar tertentu baik untuk pengiriman maupun 

kelengkapan informasi mengenal transkrip rapat tersebut Hal ml 

dilakukan hanya dengan mengcopy file dari PC ataupun mengirim file 

melalui e-mail kepada Perisalah Legislatif Ahli Pertama uituk 

selanjutnya dapat disusun Risalah Rapat Sementara. 

Penyebab dari permas.alahan di atas adalah belum adanya 

pedoman kerja yang mengatur alur kerja yang terintegrasi dan 

terkoordinir secara jelas antara Asisten Perisalah dan Perisalah 

Legislatif maupun antara bagian risalah dengan Alat KelengkEpan 

Dewan mengenai penyerahan transkrip untuk kegiatan penyusnan 

risalah rapat sementara dikarenakan sistem kerja di unit kerja baian 

risalah yang masih belum bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi 

sesuai jabatan yang tertera di Permenpan RB No. 26 tahun 2017. 

Kondisi yang diharapkan dari masalah yang timbul adalah 

terciptanya koordinasi yang jelas atau terintegrasi dalam kegiatan 

penyerahan transkrip rapat untuk penyusunan Risalah Rapat 

Sementara sehingga kinerja Iebih efisien. Koordinasi yang jelas akan 

mempermudah kegiatan pembuatan Risalah Rapat Sementara dan uga 

kegiatan tersebut akan Iebih s stematis dan terarah. 
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Apabila tidak adanya koordinasi yang jelas maka dampak yang 

ditimbulkan adalah kegiatan penyusunan Risalah Rapat Sementara 

yang kurang efektif dan kurang efisien. Dari segi waktu pelaksanaan 

transkrip juga akan menimbulkan hambatan dalam hal penyusuian 

risalah sementara. Selain kurang efektif dan el9sien, juga aan 

menimbulkan masalah lain seperti sulitnya melakukan penelusLran 

dokumen transkrip maupun risalah sementara. 

3. Isu : kurang lengkapnya keterangan pada Label kaset rekaman tentang 

nama pembicara dan waktu berbicara yang tidak sesuai dengan isi 

re ka man. 

Masalah atau isu yang ada di unit kerja Bagian Risaiah yang 

ketiga adalah penamaan kaset (labelling) belum mencantumkan waktu 

diadakannya rapat dan nama yang hadir dalam rapat. Hal mi 

disebabkan karena belum adanya standar pelabelan dalam kaset 

rekaman. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya pedoman standar 

dalam pelabelan kaset rekaman yang mencantumkan identifikasi waktu 

dan kiarifikasi nama pembicara sehingga transkrip rapat yang akan 

disusun menjadi Risalah Rapat Sementara dapat divalidasi, dan aikan 

mempermudah kegiatan pembuatan Risalah Rapat Sementara. Had ini 

juga akan membantu pengumpulan data pelengkap untuk penyusunan 

Risalah Rapat Resmi. 

Apabila tidak adanya pedoman tentang prosedur pembuatan label 

kaset yang berisi identifikasi waktu jalannya rapat dan nama pembicara 

yang jelas maka kegiatan penyusunan Risalah Rapat Sementara kurang 

akurat dan kurang bisa dipertanggungjawabkan 
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B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS 

Isu 

belum optimalnya koordinasi penyusunan 

risalah rapat sementara. 

Belum adanya Pedoman yang mengatur 

mekanisme penyerahan transkrip rapat 

untuk pembuatan Risalah Rapat Sementara 

Kurang lengkapnya keterangan pada Label 

kaset rekaman tentang nama pembicara 

dan waktu berbicara yang tidak sesuai 

dengan isi rekaman. 

label 1. 

G I Total Nilai 

4 4 5 	13 

234 	9 

33 2 	8 

Tabel 1. Teknik Analisis USG 

Keterangan : (skor 1-5) 

Perhitungan atau analisa menggunakan skala Likert: 

1: sangat kecil/ rendah pengaruhnya 

5 : sangat besar/ tinggi pengaruhnya 

U : seberapa mendesak suatu isu harus di bahas dan ditindak lanjuti 

S : seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya. 

G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani. 

Dari isu-isu yang di angkat di atas dapat dipilih isu "belm 

optimalnya koordinasi penyusunan risalah rapat sementara.." 

Dengan menggunakan teknik tapisan isu USG dapat dijelaskan: 
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Urgency jika dalam penyusunan risalah rapat sementara perisalah tkiak 

melakukan koordinasi yang sesual dengan peraturan yang berlaku, 

maka kegiatan penyusunan risalah rapat menjadi kurang optimal 

Seriousness, isu tersebut termasuk cukup serius mengingat pentingnya 

koordinasi dalam kegiatan penyusunan risalah rapat. 

Growth, jika isu ml tidak segera di tindak lanjuti maka akan memeri 

dampak buruk ketika tidak ada kegiatan yang terkoordinir dengan baik 

dalam pembuatan risalah rapat sementara. 
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GAGASAN PEMECAHAN ISU 

Dari identifikasi isu di atas, dapat dipilih gagasan pemecahan isu yaitu optimalisasi koordinasi dalam 

kegiatan penyusunan risalah rapat sementara. 

RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	 : Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Identifikasi isu 

Belum optimalnya koordinasi penyusunan risalah rapat sementara. 

Dikarenakan Bagian Risalah merupakan unit kerja yang baru dan belum memiliki 

Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksariaan (Jukiak) sehingga koordinasi 

yang dilakukan belum optimal. Selain itu, posisi Kepala Bagian Risalah yang 

kosong cukup lama sehingga belum ada arahan untuk tindak lanjut mengenai 

koordinasi pembuatan risalah rapat sementara. Sebagai contoh, pada saat 

penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat untuk di 

validasi, namun karena minimnya koordinasi membuat penyelesaian risalah rapat 

resmi yang seharusnya selesai kurang dari 2 minggu, menjadi 1 bulan atau Iebih. 

Hal mi juga akan berpengaruh kepada anggota dewan. 

Belum adanya Pedoman yang mengatur mekanisme penyerahan transkrip rapat 

untuk pembuatan Risalah Rapat Sementara 
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3. Kurang Iengkapnya keterangan pada Label kaset rekaman tentang nama 

pembicara dan waktu berbicara yang tidak sesual dengan isi rekaman. 

Isu yang diangkat 	 : Belum optimalnya koordinasi dalam kegiatan penyusunan risalah rapat. 

Gagasan Pemecahan isu 	: Pembuatan Bagan optimalisasi koordinasi kegiatan penyusunan risalah 

rapat. Dengan adanya pedoman kerja, koordinasi yang dilakukan akan 

terlaksana dengan balk sesual dengan yang dijadwalkan. Pedoman kerja 

mi juga memiliki nilai kebermanfaatan agar penyelenggara rapal 

memahami bahwa koordinasi merupakan suatu kegiatan yang penting 

guna memperlancar proses pembuatan risalah rapat resmi. 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output! hasil Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 
Kontribusi terhadap 

Vlsi Misi Organisasi 

Penguatan 

Nilal 

Organ isasi 

1. Diskusi terarah 1.1. Penjadwalan Laporan hasil Nilai Dasar PNS: Seluruh rangkaian 1. Akuntabel 

dengan mentor waktu diskusi diskusi yaitu 1. Akuntabilitas (kejelasan target, kegiatan ini Dengan 

1.2. Diskusi dengan identifikasi konsisten, partisipatif) mendukung vlsi melakukan 

mentor mengenai aktor yang Dengan melakukan diskusi terarah organisasi yaitu koordinasi 

aktor yang terlibat terlibat dalam dengan mentor, penulis akan Terwujudnya kegiatan 

dalam kegiatan penyusunan mengidentifikasi dengan jelas target dukungan penyusunan 

penyusunan risalah rapat yang akan dituju, agar setiap aktor dalam persidangan Komisi risalah rapat 

risalah rapat sementara. proses koordinasi mengerjakan tugasnya dan Persidangan sementara 

1.3. Membuat laporan secara konsisten. Selain itu, partisipasi paripurna yang menunjukkan 

dari diskusi. pegawai pada unit kerja bagian risalah profesional dan bahwa kegiatan 

dalam optimalisasi koordinasi pembuatan akuntabel. tersebut 

risalah rapat sementara dibutuhkan untuk Rangkaian kegiatan konsisten 

dapat berjalan sesuai dengan tugas dan mi mendukung misi dengan 

fungsi perisaiah legislatif dalam organisasi yaitu, peraturan yang 

Permenpan RB no. 26 tahun 2017. mewujudkan berlaku, yaitu 

Peran dan Kedudukan: dukungan rapat dan Permenpan RB 

1. Whole of government tata usaha dalam nomor 26 tahun 

Pegawal di unit kerja bagian risalah pelaksanaan 2017 tentang 

melakukan koordinasi dan kerja sama Persidangan Jabatan 

antar unit kerja untuk menghasilkan Paripurna, Fungsional 
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risalah rapat sementara. Kegiatan ini 

termasuk dalam peran dan kedudukan 

PNS yakni whole of government. 

mewujudkan 

kebijakan 

penyelenggaraan 

dukungan 

Perisalah 

Legislatif 

2. ProfesonaI 

Program 2. Koordinasi 2.1. Penjadwalan 1. laporan Nilai Dasar PNS: 

dengan waktu diskusi singkat 1. Akuntabilitas (tanggung jawab, persidangan di aktualisasi mi 

Sekretariat 2.2. Koordinasi 2. transparan) Komisi dan merupakan 

Pansus terarah dengan dokumentasi Kegiatan koordinasi dengan Sekretariat Persidangan kegiatan yang 

Sekretariat Pansus diperlukan untuk menjelaskan Paripurna berorientasi 

Pansus untuk mengenai pentingnya kerja sama dalam pada kegiatan 

menerapkan pembuatan risalab rapat sementara. etos kerja yang 

kegiatan Kegiatan tersebut juga menjelaskan balk. 

optimalisasi mengenai tanggung jawab dari unit 3. Integritas 

koordinasi yaitu kerja terkait dan juga keterbukaan Program 

waktu, tempat informasi mengenai bahan rapat koordinasi 

dan informasi sehingga proses tersebut menjadi kegiatan 

seputar transparan untuk selanjutnya dapat penyusunan 

penyelenggaraan disusun menjadi risalah rapat risalah rapat 

rapat dalam sementara. sementara 

penyusunan 2. Nasionalisme (kerja sama) merupakan 

risalah rapat. Koordinasi dengan Sekretariat Pansus program yang 

2.3. Mencatat dan juga mencerminkan poin dari nilai dasar memiliki nilai 

riieinbuat lapoiari PNS Naslonalisme, yaltu kerja sama. Integritas karena 

hasil diskusi. - Karena dengan adanya kerja sama dapat memandu 
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dengan unit kerja terkait, dapat pegawai di unit 

mengoptimalkan kegiatan penyusunan kerja bagian 

risalah rapat sementara. risalah untuk 

Peran dan Kedudukan: dapat 

Whole of Government merijunjung nilai 

Dengan melakukan koordinasi dengan kejujuran dalarn 

unit kerja lain yakni penyelenggara menjalankan 

rapat yang dalam hal mi adlah tugas sesuai 

Sekretariat Pansus, maka kegiatan ini dengan 

termasuk ke dalam penerapan Whole of peraturan yang 

Government karena kegiatan tersebut berlaku. 

saling berkaitan dan dalam prosesnya 

membutuhkan peran dari unit kerja lain. 

Petayanan Publik: 

Dengan melakukan koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah ía pat sementara 

dengan unit kerja yang 

menyelenggarakan rapat, kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara 

dapat men ingkatkan kualitas pelayanan, 

khususnya pada Dewan. 
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3 Pembuatan 3.1. Literasi merigenai bagan NiIai Dasar PNS: 

bagan bagan koordinasi optimalisasi Akuntabilitas (konsisten) 

optimalisasi 3.2. Menyusun bagan koordinasi Kegiatan pembuatan bagan optimalisasi 

koordinasi optimalisasi kegiatan koordinasi kegiatan penyusunan risalah 

kegiatan koordinasi penyusunan rapat sementara mencermikan nilai 

penyusunan kegiatan risalah rapat dasar PNS akuntabilitas yaitu konsisten. 

risalah rapat pembuatan sementara Dengan adanya pembuatan bagan 

sementara risalah rapat koordinasi, tugas dari masing-masing 

sementara pegawai bagian risalah dan unit kerja 

terkait dapat semakin konsisten dalam 

pengerjaan nya. 

Nasionaisme (tanggung jawab) 

Kegiatan mi juga mengarahkan pegawai 

unit kerja bagian risalah untuk Iebih 

bertanggung jawab dalam pembuatan 

risalah rapat sementara yang sesuai 

dengan Permenpan RB no. 26 tahun 

2017. 

Etika Publik (cermat) 

Pembuatan bagan koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah rapatjuga 

diper!ukan kecermatan dalam 

pelaksanaannya agar sesual dengan 
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tugas dan fungsi pegawai. 

Kedudukan dan Peran: 

1. Whole of Government 

Dengan membuat bagan optimalisasi 

koordinasi kegiatan penyusunan risalah 

rapat, maka kegiatan ini termasuk ke 

dalam penerapan Whole of Government 

karena keg iatan tersebut saling berkaitan 

dan dalam prosesnya membutuhkan 

peran dari unit kerja lain. 

2.Pelayanan Publik: 

Dengan membuat bagan optimalisasi 

koordinasi kegiatan penyusunan risalah 

rapat dengan unit kerja yang 

menyelenggarakan rapat, kegiatan 

penyusunan risalah rapat dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan, 

khususnya pada Dewan. 

4. Sosialisasi 4.1. Menyiapkan undangan Nilai Dasar PNS: 

bagan bahan sosialisasi laporan 1. Nasionalisme (kerja sama, tanggung 

optimalisasi 4.2. Sosialisasi singkat jawab) 
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koordinasi kepada 3. Kegiatan sosialisasi bagan optimalisasi 

penyusunan Sekretariat dokumentasi koordinasi penyusunan risalah rapat 

risalah rapat Pansus sementara membutuhkan kerja sama 

sementara yang baik dari unit kerja terkait yaitu 

Sekretariat Pansus. Selain itu, pihak 

terkait yang berperan di dalam 

pernbuatan risalah rapatjuga harus 

mempertanggungjawabkan tugasnya. 

2. Komitmen Mutu (efektivitas, 

efisiensi) 

Tahapan ini juga membantu unit kerja 

bagian risalah dalam kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara 

menjadi Iebih efektif dan efisien. 

Kedudukan dan Peran: 

1. Whole of Government 

Dengan melakukan sosialisasi bagan 

optimalisasi koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara, 

maka kegiatan ini termasuk ke dalam 

penerapan Whole of Government 

karena kegiatan tersebut saling 

berkaitan dan dalam prosesnya 
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Tabel 2. Rancangan Kegiatan 
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BAB IV 
PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUAUSASI 
1. Tabel Pelaksanaan Kegiatan 

No. 	Kegiatan 	Tahapan Pelaksanaan 	Stakeholder 	Waktu Pelaksanaan 

1. 	Diskusi terarah 	1.1. Ferbaikan rancangan 	Penulis, mentor 	29 Agustus 2019 
dengan Mentor 	aktuaIisas 

1.2. Identifikasi aktor 	Penulis, mentor 	3 September 2019 
pembuatan Risalah 
Rapat dan Taha pan 
Koordinasi 

ri -.-3.-,  P-  enindengan 	Penulis, mentor, 	5 September 2019 
Sekretariat Pansus 	Pegawai Sekretariat 

Pansus 

Bukti Fisik 

Rancangan 
a ktual i sas I 

Foto 

Diskusi Verbal 

Diskusi dengan 2.1. Penjadwalan waktu 
	

Penulis, Pegawai 
	

5 September2019 
	

Screenshoot 
Sekretariat 
	

diskusi 
	

Sekretariat Pansus 
Pansus 

2.2. Diskusi Terarah dengan 	Penulis, Pegawai 
	

11 September2019 	Foto 
Sekretariat Sekretariat 	Sekretariat Pansus 
Pansus 

Perribuatari 
	

3.1 mericari bahan referensi 	Penulis 
	

13, September 2019 	1 Foto, screen caplure 
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bagan 
optimalisasi 
koordinasi 
kegiatan 
penyusunan 
risalah rapat 

Sosialisasi 
bagan 
optima lisa si 
koo rd i nasi 
kegiatan 
penyusunan 
risalah rapat 

mengenai koordinasi 

2.3.menyusun bagan 	Penulis 
optimalisasi koordinasi 
kegiatan penyusunan 
risalah rapat 

4.1 menyiapkan bahan 	Penulis 
sosialisasi  

16,17 September2019 I Foto, Bagan 
optimalisasi 
koordinasi 

27 September209iLeaf/etBagan 
Optimalisasi 
Koordinasi 

1 Oktober 2019 	Foto 1 .2Sosialisasi kepada 
Asisten Perisalah 
Legislatif 

Penulis, Perisalah 
Leg islatif Ahli 
Pertama, Astisten 
Perisalah Legislatif 
Tera m nil 

4.3 Sosialisasi kepada 	Penulis, Pegawai 	4 Oktober 
	

Foto 
Sekretariat Sekretariat 	Sekretariat Pansus 
Parisus 

Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan 
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DISKUS1 TERARAH 
DENGAN MENTOR 

1,1 Perbakan Rancanaan 	 - 
Aktuarsasi  
12 Identfikasi Aktor Penyusun 

Li Pengenalari dengan 
Sekretanat Pansus 

DIKUSI DENGAN 
SEKRETARtAT PANSUS 

2.1 Penjadwaan Waktu Diskusi 
2.2 Diskusi terarah dengan 

Sekretarrat Pansus 

PEMBUATAN BAGAN + + 
of /\ 

IT Mencar3 B&an Refe-remi Mengn& 
(oorWnast 
3.2 Pembuatan Baqan Op-as 	

\+\//,  <oorthnasi Penyusuran saaf Rapat 

SOSIALISASI BAGAN 

4.1 Menyapkan Bahan Sesiaisasi 
4.2 Sosiahisasi kepada Sagian Rsaah 

4.3 Sosiatisasi kepada Sekretariat 
Pansus 

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan 

2. Deskripsi Kegtatan: 

a. Diskusi Terarah dengan Mentor 

Tujuan dari kegiatan ml adalah untuk mendapatkan pemahaman 

Iebih rind mengenai pembuatan nisaah dan aktor yang terlibat di 
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dalamnya. Diskusi dengan mentor juga membantu pemikiran penulis 

dalam melakukan Iangkah-Iangkah dari keg atan yang te ah d rancang 

dalam aktualiasi. 

1) Tahapan Kegiatan Dan Output 

Tahapan kegiatan terdiri atas tiga kegiatan, yaitu: 

Perbaikan Rancangan Aktualisasi 

Dalam tahap mi, penulis melakukan perbaikan raicangan 

aktualisasi dengan mentor mengenai hasil dari kegiatan aktualisasi. 

Hasil tersebut nantinya akan dijadikan draft dalam Unit Kerja Bagian 

Risalah mengenai koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara. Draft yang dirraksud adalah 

bahan rujukan untuk dapat mengoptimalisasikan koordinasi 

pembuatan risalah rapat di Bagian Risalah dengan pihak 

Penyelenggara Rapat. Output dari tahapan kegiatan mi adalah foto 

yang diambil pada saat berdiskusi dengan mentor dan ricangan 

aktualisasi yang sudah diperbaiki. 

Identifikasi aktor pembuatan Risalah Rapat dan Tahapan Kcordinasi 

Pada tahap mi, penulis berdiskusi dengan mentor unUk dapat 

mengidentifikasi Iangkah atau alur pembuatan nisalEh yang 

melibatkan aktor-aktor baik dalam internal Unit Kerja Raglan Risalah 

maupun eksternal yaitu penyelenggara rapat. Dalam ial in, mentor 

menyarankan penulis untuk mengambil salah satu contoh pihak 

eksternal dari penyelenggara rapat yaitu Sekretariat Fansus. Output 

tahapan kegiatan mi adalah foto yang diambil pada saat berdiskusi 

dengan mentor. 

Pada tahapan kegiatan ml pula, penulis mengidentifikasi 

pengertian dari risalah dan pentingnya risalah bagi mEsyarakat 

maupun anggota dewan. Hasil dari identifikasi pengertian dan 

risalah adalah sebagal benikut: 

Pengertian Risalah 

Risalah rapat adalah catatan rapat yang dibuat secarE lengkap 

dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dam rapat 

serta dilengkapi dengan catatan tentang : jenis dan sifat rEpat, Han 

dan Tanggal rapat, masa siding, tempat rapat, acara rapat, waktu 
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pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah 

dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir, dan 

undangan yang hadir. 

Risalah rapat diperlukan mengingat pentingnya sebai bahan 

awal materi pelengkap dan proses pengambilan keputusan untuk 

rapat-rapat selanjutnya. Risalah sebagai dokumen negara juga 

sebagai salah satu alat bukti terhadap judicial review atas gugatan 

yang diajukan masyarakat terhadap produk Undang-Undang yang 

dihasHkan oleh DPR RI dan juga sebagai alat bukti terhad kasus-

kasus hukum yang terjadi. Selain itu, risalah rapat dapat pula 

menjadi bahan kajian para akademisi/peneliti dalam melakukan 

suatu penelitian karena menjadi informasi publik yang akrat dan 

a ku nta be I. 

_I 	T 

Gambar 3. Diskusi terarah dengan Moh. Rizha, S. Sos selaku mentor 



Pengenalan dengan Sekretariat Pansus 

Pada tahapan kegiatan mi, penulis didampingi oleh Mentor 

melakukan pengenalan dengan penyelenggara rapat, dan 

mengambil salah satu unit kerja sebagai sample adalah Sekretariat 

Pansus. Penulis dihubungkan dengan Ibu Hakhimah, S. Sos 

sebagal Analis Data dan Informasi. Dengan melakukan perigenalan 

ke Sekretariat Pansus, penulis membuka jalan untuk melakukan 

diskusi dan juga sosialisasi mengenai optimalisasi koordinasi 

kegiatan penyusunan risalah rapat sementara. 

2) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dergan egiatan 

Diskusi terarah dengan Mentor, yaitu 

Akuntabilitas (Kejelasan target dan Tanggung jawab) 

Pada saat mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam kegiatan 

penyusunan risalah rapat, maka kegiatan mi berkaitan dengan 

penerapan kejelasan target dan tanggung jawab. Target yang 

dimaksud adalah aktor penyusun risalah rapat, sehingga Iebih 

efisien ketika melakukan koordinasi karena sesual dengan tugas 

dan jabatan yang dimiliki oleh perisalah legislatif. Sain itu, 

diperlukan puta tanggung jawab dalam mengidentifikasi aktor 

penyusun risalah rapat, karena tugas yang dimiliki dalam kegiatan 

penyusunan risalah rapat harus sesuai dengan masing-masing 

jabatan. 

Etika Publik (hormat, sopan) 

Kegiatan ini memiliki nilai dasar ASN yang lerkardung di 

dalamnya, yaitu hormat dan sopan. Dalam diskusi terarah dengan 

mentor, penulis menghormati mentor sebagai atasan dan juga 

bersikap sopan sebagai junior atau CPNS Perisalah LegiIatif dan 

menerapkan komunikasi yang baik sebagai rekan kerja d Bagian 

Risalah. 
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3) Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkait dengan kegiatai diskusi 

terarah dengan Mentor, yaitu 

Akuntabel 

Kegiatan diskusi terarah dengan mentor merJpakEn suatu 

kegiatan yang dilakukan penulis sebagai Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama untuk dapat mempertanggungjawabkan tugasnya dalam 

penyusunan risalah rapat. Dengan mengidentifikasi aktor yang 

terlibat dalam kegiatan penyusunan risalah rapat, maka penulis 

dapat melihat aktor yang bertanggung jawab di masing-masing 

tugasnya dalam proses penyusunan risalah rapat. 

Profesional 

Nilai organisasi yang terkandung dalam diskusi terarah dengan 

mentor adalah profesional. Kegiatan mi dapat dikatakan profesional 

karena dengan mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam kegiatan 

penyusunan risalah rapat, penulis dapat pula melihat kesesuaian 

jabatan dengan tugas dan fungsinya yang telah detapkan 

sehingga lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai 

perisalah legislatif. 

Integritas 

Integritas merupakan tindakan di mana seseorang harus 

bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan sesuai dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal mi 

tentunya sangat terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai 

ASN. Dengan melakukan diskusi terarah dengan mentor, maka hal 

mi menunjukkan upaya adanya nilai-nilai disiplin dalam bekerja 

karena sebagai perisalah legislatif, diharapkan mampu bekerja 

dengan penuh integritas sesuai dengan tugas jabatan. Dengan 

melakukan diskusi terarah dengan mentor, terdapat kesesuaian 

antara tugas dari unit kerja bagian risalah dan penyelenggara rapat 

dalam keg iatan penyusunan risalah rapat sementara. 
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b. Diskusi Dengan Sekretariat Pansus 

Tujuan dari kegiatan mi adalah mendiskusikan kegiatan peryusunan 

risalah rapat sementara yang efektif sesual dengan Petunjuk Tek,is 

pembuatan Risalah Rapat. 

1) Tahapan Kegiatan Dan Output 

Tahapan kegiatan terdiri dari tiga kegiatan, yaltu: 

a) Penjadwalan waktu diskusi 

Dalam tahapan kegiatan mi, penulis tenlebih dahulu 

menentukan waktu dan tempat untuk diskusi dengan Sekretariat 

Pansus, yang tentunya juga harus disetujui dengan pihak Sekretariat 

Pansus untuk melakukan diskusi terarah. Kegiatan mi dilakukan 

secara diskusi verbal. 

Assalamualaikum bu, saya desy cpns 
bag ian risaah yang tadi ke ruangan. 
Kalau ibu ada waktu, saya bisa diskusi 
bareng ibu terkait penyusunan risalah? 

IMVICWaalaikum satam 

Bisa, mau kapan? 

Hari senin ya bu? Bisa 7  

Jangan senin, jumat saja ya 

Siap bu. Tenimakis!h 

I,! 

Gambar 4. Penjadwalan waktu Diskusi 
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b) Diskusi Terarah dengan Sekretariat Pansus 

Di tahapan kegiatan ml, penulis melakukan diskusi terarah 

dengan pegawai dari Sekretaniat Pansus. Diskusi yang cilakukan 

bertujuan untuk saling membuka pandangan antara penulis yang 

berada di Unit Kerja Bagian Risalah dengan orarg yang 

bertanggung jawab mengenai kelengkapan data dan liformasi 

dalam Risalah Rapat di Sekretariat Pansus. Diskusi mi juga 

memberikan penutis pemahaman mengenai koordinasi pe -nbuatan 

risalah rapat yang selama ml dilakukan antara Bagian Risalah 

dengan Sekretariat Pansus. Output dari kegiatan mi adalah catatan 

singkat yang diketik oleh penulis sebagal kesimpulan yanç didapat 

dari diskusi terarah dengan Ibu Hakhimah, S. Sos dari Sekretariat 

Pansus. 

4 

00" 
	

2'. • % 
k 

Gambar 5. Diskusi terarah dengan Ibu Hakhimah, S. Sossebagai Analis data dan 
Informasi di Sekretariat Pansus 
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Gam bar 6. Catatan Hasil Diskusi dengan Sekretariat Pansus 

2) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Terdapat dua nilai dasar ASN yang terkait dengan keghatan 

Diskusi terarah dengan Mentor, yaltu 
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Nasionalisme (Kerja sama) 

Nilai dasar ASN yang terkandung dalam kegiatan in adalah 

nasionalisme. Diskusi terarah dengan Sekretsriat Pansus 

mengandung niiai nasionalisme karena di dalam pelaksanaannya 

terdapat kerja sama dari pihak eksternal dan dituntut untui: disiplin 

dalam melakukan koordinasi yang sesuai dengan peraturan agar 

terciptanya proses koordinasi yang optimal dalam pen/usunan 

risalah rapat. 

Etika Pu bilk (Hormat dan Sopan) 

Nilal dasar ASN yang selanjutnya adalah etika publik. Kegiatan 

ml memiliki nilai etika publik karena dalam pelaksanaannya penulis 

melakukan diskusi dengan pegawai di Sekretariat Pansus dengan 

sikap hormat dan sopan sebagai CPNS Perisalah Legislatif yang 

ingin melakukan diskusi bersama unit kerja lain yaitu Sekretariat 

Pansus dengan tujuan untuk membuka pandangan dan 

mengoptimaikan koordinasi kegiatan penyusunan risalah rapat. 

Peran Dan Kedudukan ASN 

a) Whole of Government 

Diskusi terarah dengan Sekretariat Pansus mengandung niiai 

dari peran dan kedudukan ASN yaitu Whole of Government. Artinya, 

dengan adanya diskusi ini, dapat mengidentifikasi keterkaitan unit 

kerja Bagian Risalah dengan bagian lain yaitu Se:retariat 

Pansus daiam mencapai tujuan bersama yaltu adanya kcordinasi 

yang optimal dalam kegiatan penyusunan Risaiah Rapat yang dapat 

menjadi bukti dari kinerja anggota dewan. 

Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilal organisasi yang terkait dengan kegiatan diskusi 

terarah dengan Sekretariat Pansus, yaitu 

a) Akuntabel 

Dengan melakukan diskusi terarah dengan Sekretariat Pansus, 

penulis sebagal Perisalah Legislatif Ahli Pertama dapat 

mempertanggungjawabkan tugasnya dalam penyusunan risalah 
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rapat. Diskusi mi juga membantu penulis untuk melihat peran dan 

penyelenggara rapat dalam pembuatan risalah rapat sehingga lebih 

akuntabel. 

Profesional 

Dengan melakukan diskusi terarah dengan penyelenggara 

rapat dalam hal ini adalah Sekretariat Pansus, maka kegiatan mi 

menggambarkan suatu upaya untuk bekerja sesuai dengan 

kompetensi, karena akan membantu penulis sebagai Perisalah 

Legislatif Ahli Pertama dalam koordinasi pembuatan risalah rapat 

sem enta ra. 

Integritas 

Integritas merupakan tindakan di mana seseorang harus 

bertindak secara konsisten dan utuh, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan sesuai dengan nilai-nilai maupun kode etik. Hal mi 

tentunya sangat terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai 

ASN. Dengan melakukan diskusi terarah dengan pegawai di 

Sekretariat Pansus, maka hal ini menunjukkan upaya adariya nilai-

nilai disiplin dalam bekerja karena sebagai perisalah legislatif, 

diharapkan mampu bekerja dengan penuh integritas sesuai dengan 

tugas jabatan. Hal mi menunjukkan kesesuaian antara koordinasi 

yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan risalah rapat dengan 

tugas yang dimiliki oleh Perisalah Legislatif dan juga pegawai di 

bagian Sekretariat Pansus. 

C. Pembuatan Bagan Optimalisasi Koordinasi Kegiatan Penyusunan 

Risalah Rapat 

Tujuan dari kegiatan ml adalah merealisasikan program aktualisasi 

dalam bentuk bagan koordinasi yang di dalamnya mencakup <egiatan 

penyusunan risalah rapat. 

1) Tahapan Kegiatan Dan Output 

Tahapan kegiatan terdiri dari tiga kegiatan, yaitu 

a) Mencari bahan referensi mengenai koordinasi 

Dalam tahapan kegiatan mi, penulis mencari referensi seputar 

pengertian dari koordinasi. Koordinasi diperlukan dalam suatu 
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sistem kerja di instansi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. 

Penulis mendapatkan referensi mengenai pengertian koordhasi dan 

2 jurnal online. Yang pertama adalah jurnal Peranan Koordinasi 

Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Kalimantan Timur dan yang kedua adalh jurnal 

Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya 

Candi Borobudur. Keduanya memiliki rangkuman pengertian 

koordinasi dari para ah!i yang menjelaskan pentingnya suatu 

koordinasi. Referensi mi diperlukan untuk memahani peitingnya 

koordinasi yang nantinya akan dikemukakan dalam program 

aktualisasi dari penulis yang berada di Unit Kerja Bagian Risalah 

yang akan berkoordinasi dengan penyelenggara rapat yang dalam 

hal mi adalah Sekretariat Pansus. 

Berikut mi adalah hasil dari pencarian bahan referensi 

mengenai koordinasi: 

Pengertian Koordinasi 

Koordinasi merupakan kegiatan yang dibutuhkan demi 

berjalannya suatu sistem kerja dalam suatu organisasi. Tanpa 

adanya koordinasi, Whole of Government tidak dapat berjalan untuk 

mencapai tujuan unit kerja dalam instansi pemerintah. Kcordinasi 

juga bertujuan untuk memelihara iklim dan sikap saling responsif 

antisipatif di kalangan unit kerja independen yang berbeda-beda. Di 

bawah ml merupakan pengertian koordinasi menurut para ahil yang 

penulis dapatkan dari literasi Jurnal. 

Koordinasi menurut Chung dan Megginson (1981: 41) dalam 

jurnal Peranan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai 

Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalirrantan Timur, 

dapat didefinisikan sebagai proses motivasi, memimpin, dan 

mengomunikasikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan Sutisna (1989: 32) mendefinisikan koordinasi ialah 

proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, 

bahan, dan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-

maksud yang telah ditetapkan. 
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Gambar 7. Jurnal Peranan Koordinasi Terhadap Produktivitas Kerja Peawai 
Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur 

Menurut Hani Handoko (2003: 195) dalam jurral Kc.ordinasi 

Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Euday.a Candi 

Borobudur, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan- tujuan 

dan kegiatan - kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah 

(departemen atau bidang- bidang fungsional) suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien. 

Hasibuan (2011) masih dalam jurnal yang sama mereIaskan 

bahwa koordinasi terdapa dua jenis koordinasi yaitu: 

Koordinasi vertikal Kegiatan penyatuan pengarahai yang 

dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit. 

Koordinasi Horizontal mengoordinasikan tindakan —tindaIan atau 

kegiatan —kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan 

terhadap kegiatan - kegiatan dalam tingkat orgarisasi (aparat) 
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yang setingkat. Koordinasi mi dibagi atas interdisciplinary dan 

interrelated. 

Menurut Handayaningrat (1983:125) metode dan teknik 

koordinasi dapat dilakukan dengan melalui: 

Kewenangan 

konsensus 

pedoman kerja 

forum. 

Kooas1 Ant.ar Insrnusi. 2Voiiana WaJi, Prabwidwy da,t Argo Pcv'thth MS') 

KOORDYNASI ANTAR INSTITUSI DALAM PENGELOL4AN BENDA 

CAGAR BVDAYA CANIM BOROIUJDUR 

01cb Noiana Wabyu Prabandarv, FIS UNY. No na 	aa.hoo com 

Abstrak 

Penefitian ini bniijuai untuJc mengetahw koQrdma* awar knoitwm ptgdoa 
daajn pengelolaan benda cagat budava Cand1 Boobudur. faktot penahwnbax dat 
peridukung koordinasi arnax institwo dalam pngeotaan beid.a cagai budaya 
Candi B4robudw. Desain penelitian mi m ngunakan rutode dekriptif desgat 
pendekatan IaWitatif Penehti merupakati uistrurneil utama penditaii dengan 
mnggwukan alat bantu beiupa pedoman wawancara dan pedoman observaM 

Teknik pengwnpulan data detigan wawancra, observai, dan dokiirientat 
Tekrnk pennksaan keabcaban data rnenunakan thanguIa-i turnber Sedangkan 
teknik analii data rnenggunakan teknik anallgla data model znteraktif dan Milei 
dan Hubeiman yang trtdin dan tabap reduka data (data rductEc), taba 
penyajian data (dLp1ay dcia) dan tahap penankan keimpu1an (v,caaoi). Raii 
peneIitan ml memmjukan babwa (1) koordthai antar pengdola benda cagai 

kerja, fomwdan konferen narnu 

Gambar 8. Jurnal Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar 
Budaya Candi Borobudur 

Dari berbagai definisi koordinasi yang dipaparkan olah para 

ahli maka dapat disimpulkan pengertian dari koordinasi adalah 

proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan, kerja sarrta antar 

institusi atau unit terkait, penyesuaian bagian-bagian yang Derbeda 
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agar kegiatan dari tiap bagian —bagian dapat terlaksan8 secara 

maksimal dan terealisasi dalam satu kesatuan tindakan. 

Pentingnya koordinasi juga dirasakan oleh Unit Kerja Bagian 

Risalah dalam Instansi Sekretariat Jenderal DPR RI. Koordinasi 

yang optimal dibutuhkan dalam menyusun Risalah Rapat. Proses 

penyusunan Risalah Rapat mulai dari transkrip hingga menjadi 

Risalah Rapat Resmi membutuhkan koordinasi mulai dari tugas 

yang dilakukan oleh Asisten Perisalah Legislatif yaitu mengubah 

suara menjadi tulisan (transkrip), kemudian proses pembuatan 

Risalah Rapat Sementara oleh Perisalah Legislatif AhIi pertama, 

kemudian dibutuhkan validasi dari Penyelenggara Rapat untuk 

kemudian diserahkan kembali ke Bagian Risalah untuk dijadikan 

Risalah Rapat Resmi oleh Perisalah LegislatifAhli Muda. 

Proses di atas dibutuhkan suatu koordinasi yang optimal agar 

terciptanya sistem kerja yang baik antara Bagian Risalah dengan 

Penyelenggara Rapat untuk dapat menghasilkan produk berupa 

Risalah Rapat Resmi yang nantinya akan dijadikan bukti dari kinerja 

Anggota Dewan yang juga dapat dibaca oleh khalayak mas,arakat. 
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Gambar 9. Penulis mencari referensi jurnal tentang Koordinasi 

b) menyusun bagan optimalisasi koordinasi kegiatan penyusunan 

risalah rapat 

Di dalam tahapan kegiatan menyusun bagan optimalisasi 

koordinasi kegiatan penyusunan risalah rapat, penulis mulai 

menggambarkan bagan koordinasi kegiatan penyusunan risatah 

rapat sesuai dengan Permenpan RB no. 26 Tahun 2017 tentang 

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. Bagan koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah rapat dimulal dari proses perekaman yang 

diterima oleh Asisten Perisalah Legislatif untuk dijadikan transkrip 

rapat, kemudian diserahkan ke Perisalah Legislatif AhIi Pertama 

untuk dijadikan Risalah Rapat Sementara. Naskah Risalah Rapat 

Sementara kemudian diserahkan kepada penyelenggara rapat untuk 

dilakukan validasi dan koreksi, kemudian diserahkan kembali 

kepada Bagian Risalah untuk dilakukan perbaikan dan hasil koreksi. 

Hasil koreksi tersebut lalu diserahkan kepada Perisalah Legislatif 

AhIi Muda untuk dapat dijadikan Risalah Rapat Resmi. 
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Untuk Iebih jelasnya, Bagan koordinasi Penyusunan Risalah 

Rapat dapat dilihat sebagai berikut: 

6- 	KOOIll)1\ASI 

PE\YLSUJ\t\ RN L II It P T 

PEAGIArPILAA 
PERI l,. tl \ ______ ____________ 	______ 	
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SI ii vnu 	 . 	 ". 
ALATKELENGKAPANOEWAN 	 F 	 Tllt\SkIlII' 

PERtSALAH LEGISLATIF 

PFIIB UK V\  
IllS VL VII II VPVT •_--  

SEIE\T UI V 	 RISALAH 	 ' H VP VI' RESII 
PERISALAH LEGISLATIF 	

ALAS KELENGKAPAN DEWAN 

Gambar 10. Bagan Optimalisasi Koordinasi Penyusunan Risaah Rapat 



Gambar 11. Penulis membuat bagan Optimalisasi Koordinasi Penyusunan 
Risalah Rapat 

2) Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Terdapat dua nUal dasar ASN yang terkait dengan kegiatan 

Pembuatan bagan optimalisasi koordinasi penyusunan Risalah Rapat, 

yaitu: 

a) Etika Publik (Cermat) 

Nilai dasar ASN yang ada di dalam tahapan kegiatan 

Pembuatan bagan optimalisasi koordinasi penyusunan risalah rapat 

adalah etika publik. Kegiatan mi sesuai dengan salah satu nilai yang 

terkandung di dalam Etika Publik yaitu cermat, karena dalam 

pelaksanaannya memerlukan kecermatan agar sesual dengan 

tugas dan fungsi dari pegawai Perisalah Legislatif maupun dan 

penyelenggara rapat. 
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b) Komitmen Mutu (Berorientasi pada mutu) 

Kegiatan ini juga memiliki nilai dasar ASN yaitu Komitmen 

Mutu karena dalam pembuatan bagan koordinasi penyusunan 

Risalah Rapat Sementara berorientasi pada Mutu. Dalam setiap 

tahapan koordinasi memiliki tujuan agar pembuatan Risalah menjadi 

bahan yang memiliki nilal guna yang tinggi karena digunakan 

sebagai bahan informasi publik yang akurat dan akuntabel. 

Peran dan Kedudukan ASN 

a) Whole of Government 

Dengan membuat bagan optimalisasi koordinasi kegiatan 

penyusunan risalab rapat, maka kegiatan mi memiliki nilai dari Peran 

dan Kedudukan ASN yaitu Whole of Government. Dalam 

pelaksanaannya, pembuatan bagan mi ditujukan untuk 

mengoptimalkan alur koordinasi penyusunan risalah rapat dengan 

adanya kerja sama antara Unit Kerja Bagian Risalah dengan 

penyelenggara rapat yang dalam hal mi adalah Sekretariat Pansus. 

Pembuatan risalah rapat tidak bisa dilakukan hanya menggunakan 

peran dari Bagian Risalah, tetapi juga dibutuhkan peran dan 

penyelenggara rapat untuk dilakukan koreksi dan validasi risalah 

rapat. 

Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung delam kegiatan 

penyusunan bagan koordinasi pembuatan risalah rapat, yaitu: 

a) Akuntabel 

Kegiatan pembuatan bagan optimalisasi koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara mencerminkan nilai organisasi 

yaitu akuntabel. Dengan adanya pembuatan bagar optimalisasi 

koordinasi, tugas dari masing-masing pegawai bagian risalah dan 

penyelenggara rapat yang dalam hal mi ada!ah Sekretariat Pansus, 

dapat semakin konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan 

dalam pengerjaannya karena sesuai dengan peraturan yang berlaku 

yaitu Permenpan RB no.26 tahun 2017. 
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Profesional 

Kegiatan mi memiliki nilai organisasi profesional karena di 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai di Bagian Risalah 

dengan penyelenggara rapat yang dalam hal ml adalah SEkretariat 

Pansus, memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri sesuai 

dengan perannya dalam menyusun Risalah Rapat. 

Integritas 

Pada kegiatan pembuatan bagan koordinasi penyusunan 

risaish rapat terdapat nilal organisasi yaitu intergritas, karena dapat 

memandu pegawai di unit kerja bagian risalah untu< dapat 

menjunjung nilai kejujuran dalam menjalankan tugas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

d. Sosialisasi Bagan Optimalisasi Koordinasi Penyusunan Risalah 

Rapat Sementara 

Tujuan dari kegiatan mi adalah menyosialisasikan hasil dari program 

aktualisasi penulis yaitu bagan optimalisasi koordinasi pembuatan risalah 

rapat sementara. 

1) Tahapan Kegiatan Dan Output 

Kegiatan ini memiliki dua tahapan, yaitu 

a) Menyiapkan bahan sosialisasi 

Daiam kegiatan sosialisasi bagan optimalisasi koordinasi 

penyusunan risalah rapat sementara, penulis terlebih dahulu 

melakukan tahapan kegiatan yaitu menyiapkan bahan sosia isasi. 
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Bahan sosialisasi yang dimaksud adalah leaflet yang berisi 

bagan koordinasi kegiatan penyusunan risalah rapat. Berikut mi 

adalah evidence dari persiapan bahan sosialisasi. 

" 
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Gambar 12. Leaflet Bagan Koordinasi Penyusunan Risalah Rapat 

b) Sosialisasi kepada Bagman Risalah 

Dalam tahapan kegiatan mi, penulis melakukan sosialisasi 

kepada pegawai di Bagian Risalah khususnya yaitu Asisten 

Perisalah Legislatif dan Perisalah Legislatif mengenai bagan 

optimalisasi koordinasi pembuatan risalah rapat sementara. 

Kegiatan ml memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan 

informasi mengenal penyusunan risalah rapat yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku yaitu Permenpan RB no. 26 tahun 2017. 
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Gambar 13. Sosialisasi Bagan Optimalisasi Koordinasi Penyusunan Risalah 
Rapat Dengan Bagian Risalah 

c) Sosialisasi kepada Sekretariat Pansus 

Pada tahapan kegiatan mi, penulis kemudian melakukan 

sosialisasi kepada Sekretariat Pansus mengenai bagan optimalisasi 

koordinasi pembuatan risalah rapat sementara. Kegiatan ml memiliki 

tujuan untuk memberikan informasi mengenai penyusunan risalah 

rapat yang sesual dengan peraturan yang berlaku demi terwujudnya 

satu tujuan yaitu adanya risalah rapat yang akurat dan akuntabel. 
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Gambar 14. Sosialisasi Bagan Optimalisasi Koordinasi Penyusunan Risalah 
Rapat Sementara Dengan Sekretariat Pansus 

2) Keterkaitan Substansi Math Pelatihan 
Terdapat nilai dasar ASN yang terkait dengan kegiatan 

Sosialisasi bagan optimalisasi koordinasi penyusunan Risalah Rapat, 

yaitu: 

a) AkuntabUitas (Tanggung jawab) 

Kegiatan sosialisasi bagan optimalisasi koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah rapat memiliki nilai dasar ASN yaitu 

akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, kegiatan mi membutuhkan 

salah satu nilal yang terkandung dalam akuntabilitas yaitu tanggung 

jawab. Sosialisasi mi diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab 

dari hasil penyusurian program aktualisasi yaitu opimaIisasi 

koordinasi penyusunan risalah rapat. Tanpa adanya sosialisasi, 

maka program aktualhsasi ml belum dapat dipertanggungjawabkan 

karena penyusunan risalah rapat memerlukan koordinasi yang 

optimal balk dari Unit Kerja Bagian Risalah maupun dengan 

penyelenggara rapat yang dalam hal ml adalah Sekretariat Pansus. 
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b) Etika Publik (Hormat dan Sopan) 

Dalam 	berlangsungnya sosialisasi 	bagan optinalisasi 

koordinasi pembuatan Risalah Rapat, diperlukan n Iai-nibi yang 

terkandung dalam Etika Publik yaitu hormat dan sopan Dalam 

penyampaian sosialisasi, penulis menjelaskan basil dari pen',usunan 

bagan optimalisasi koordinasi dengan hormat dan sopan kepada 

pegawai di Bagian Risalah maupun di Sekretariat Pansus tanpa 

bermaksud menggurui dan bersikap sopan sebagai rekan kerja di 

Sekretaniat Jenderal DPR RI. 

2) Peran dan Kedudukan ASN 

a) Whole pf  Government 

Kegiatan sosialisasi bagan optimalisasi koordinasi penyusunan 

risalah rapat memiliki nilai Whole of Government, karena dengan 

melakukan sosialisasi ke pegawai di Bagian Risalah dan 

Penyelenggara Rapat yang dalam hal mi adalah Sekretariat Pansus, 

maka kegiatan mi termasuk ke dalam penerapan Vvhole of 

Government karena kegiatan tersebut saling berkaitsn dan dalam 

prosesnya membutuhkan peran dari unit kerja lain selain dari Unit 

Kerja Bagian Risalah. 

4) Penguatan Nilai Organisasi 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dlam kegiatan 

penyusunan bagan koordinasi pembuatan nisalah rapat, yaitu 

Akuntabel 

Kegiatan sosialisasi bagan optimalisasi koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara mencerminkan nilai organisasi 

yaitu akuntabel. Dengan adanya Sosialisasi bagan koordinasi, tugas 

clari masing-masing pegawai bagian risalah dan unit kerja terkait 

dapat semakin konsisten dan dapat dipertanggungjawabkai dalam 

pengerjaannya karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Profesional 

Kegiatan mi memiliki nilai organisasi profesional karena di 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing urit kerja 
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memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri sesuai dengan 

perannya dalam menyusun Risalah Rapat. 

C) Integritas 

Pada kegiatan Sosialisasi 	bagan koordinasi penyusunan 

risalah rapat terdapat nilal organisasi yaitu intergritas karena dapat 

memandu pegawai di unit kerja bagian risalah untuk dapat 

menjunjung nilai kejujuran dalam menjalankan tugas sesua dengan 

peraturan yang berlaku. 

B. STAKEHOLDER 
Pihakyang terlibat dalam aktualisasi mi terdiri atas pihak internal dan 

eksternal yaitu: 

PIHAK INTERNAL 

Perisalah Legislatif 

Asisten Perisalah Legislatif 

PIHAK ESKTERNAL 1  

Sekretariat Pansus 

label 4. Stakeholder 

C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA 
NO 	KEGIATAN KENDALA STRATEGIMENGATASI 

KENDALA 

Koordinasi dengan Adanya anggapan di unit kerja lain M emberikan pemaharnan 

Sekretariat bahwa Risalah Rapat sementara kepada unit kerja lain bahwa 

Pansus masih belum penting dan adanya risalah rapat rrerupal-:an suatu 

prosedur pembuatan risalah rapat bagian penting dalarr 

sementara yang mengharuskan menunjukkan kinerja Dewan. 

penyelenggara rapat melakukan 

koreksi risalah rapat sementara, 

namun tidak adanya SKP di unit 

kerja penyelenggara rapat untuk 

melakukan validasi risalah rapat 

sementara 

2 Sosialisasi bagan Penyesuaian waktu untuk I Membuat undangan resmi 

dalam optimalisasi melakukan sosialisasi kepada untuk melakukan sosalisasi 
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koordinasi kegiatan Pansus 

penyusunan risalab 

rapat sementara 

label 5. Kendala dan strategi mengatasi kendala 

D. ANALISIS DAMPAK 

Dalam sub bab ml akan terbagi ke dalam dua pembahasan yaltu dampak 

pada hasil inisiatif dan Nilai DasarANEKA. 

Hasil Inisiatif 

Dampak langsung apabila inovasi tersebut tidak terealisasi pda Unit 

Kerja adalah lebih menekankan pada dampak pekerjaan ke depannya di 

mana tidak adanya sebuah koordinasi yang balk antara Bagian Risalah 

dengan pihak penyelenggara rapat yang dalam hal mi adalah Sekretariat 

Pansus. Efek selanjutnya adalah pembuatan risalah sementara menjadi 

tidak efektif dan efisien karena harus menunggu proses validasi dan 

penyelenggara rapat untuk mendapatkan kelengkapan data dalam kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara. Masalah tersebut cukup mendesak 

untuk segera bisa di perbaiki. Apabila tidak segera di perbaiki dan dibuat 

bagan tentang prosedur kerja penyusunan Risalah Rapat Sementara, maka 

untuk mencapai kinerja Risalah yang cepat, tepat dan akuntahel akan sulit 

terwujud. Dampak yang Iebih luas lagi akan sangat berpengaruh lerhadap 

kinerja Dewan, karena hasil dari penyusunan risalah yakni Risalah Rapat 

adalah dokumen mengenal bahan awal atau materi pelengkap dari proses 

pengambilan keputusan untuk rapat-rapat selanjutnya. 

Nilai DasarANEKA 

Selain akan berdampak pada hal teknis tidak adanya pedoman 

koordinasi kegiatan penyusunan risalah rapat juga akan berdampak pada 

nilai-nilai dasar ASN yakni ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 

Publik, Komitmen mutu, Anti Korupsi) berikut adalah penjelasannya: 

a) Akuntabilitas 

Nilai dasar Akuntabilitas adalah sebuah pemahaman :erhadap 

bentuk pertanggungjawaban dari tindakan yang telah dilakukan atau 

produk yang dihasilkan. Indikator untuk penilaian akuntabilitas antara lain 
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Jujur, Integritas, Kejelasan kewenangan, Konsisten, Adil, Netral, 

Konsisten, Mendahulukan kepentingan publik. 

Nilai akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini juga termasuk 

ke dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Risalah dalam proses 

penyusunan Risalah Rapat. Koreksi dan validasi risalah dan 

penyelenggara rapat merupakan wujud dari adanya nilai akuntabilitas dan 

pembuatan Risalah Rapat. Demi membuat Risalah Rapat yang akuntabel, 

perlu adanya dukungan koordinasi dari setiap aktor yang terlibat dalam 

penyusunan risalah. Koordinasi yang selama mi dilakukan oleh Bagian 

Risalah masih belum optimal karena adanya anggapan dan 

penyelenggara rapat bahwa risalah rapat sementara yang diserahkan 

merupakan risalah resmi yang hanya membutuhkan validasi, padahal 

risalah rapat sementara masih membutuhkan koreksi dari penyelenggara 

rapat terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat divalidasi. Maka dari itu, 

penting untuk dilakukan optimalisasi koordinasi. 

Apabila tidak terdapat nilai akuntabilitas dalam kegiatan optimalisasi 

koordinasi, maka risalah yang dihasilkan menjadi kurang akLrat dan 

akuntabel. Hal mi juga berpengaruh kepada kinerja angota dewan 

karena risalah rapat merupakan bahan awal atau materi pelengkap dan 

proses pengambilan keputusan untuk rapat-rapat selanjutnya. Kemudian 

dengan tidak adanya nhlai akuntabilitas dalam kegiatan optimalisasi 

koordinasi, maka akan berdampak pula pada kinerja pegawai di Bagian 

Risalah karena bekerja tidak sesuai pada tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai perisalah legislatif. 

b) Nasionalisme 

Nilsi dasar Nasionalisme adalah menerapkan nilai-nilai yang 

terkandung di dalam ideologi negara, yang di dalarnnya termastik nilai-

nilal: Hormat menghormati, kerja sama, tidak memaksakan kehendak, 

jujur amanah, adil, persamaan derajat, Tidak diskriminatif, membela 

kebenaran, persatuan, rela berkorban, cinta tanah air, memelihara 

ketertiban, Disiplmn, musyawarah, kekeluargaan, menghormati keputusan, 

Kepentingan bersama. 
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Nilai nasionalisme penting untuk diterapkan oleh Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dalam tugas dan jabatannya sebagai pereat dan 

pemersatu bangsa. Kerja sama yang baik antara unit kerja satu dengan 

yang lain diperlukan demi mendapatkan hasil yang optimal. Nilai 

nasionalisme juga terkandung dalam tugas penulis sebagai perisalah 

legislatif untuk membuat Risalah Rapat, dengan melakukan koordinasi 

balk dengan pegawai yang ada di Bagian Risalah mapun dengan 

penyelenggara rapat yang dalam hal mi adalah Sekretariat Pansus. 

Apabila tidak adanya nilai nasionalisme dalam kegiatan optimalisasi 

koordinasi penyusunan risalah rapat, maka proses pembuatari risalah 

menjadi terhambat. Pentingnya kerja sama yang baik dari pegawai 

Bagian Risalah dengan penyelenggara rapat yang dalam 'ial ini adalah 

Sekretariat Pansus untuk dapat menghasilkan Risalah Rapat yang baik, 

sekaligus menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kinerjanya sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN). 

c) Etika Publik 

ASN yang balk merupakan ASN yang memiiiki etika. Guna 

membentuk karakter ASN yang baik maka di daam nilai dasar ASN 

ditekankan bagaimana seorang ASN bersikap atau disebut deng3n Etika 

Publik. Poin yang tertuang di dalam Etika Publik antara lain: Jujur, 

Bertanggung jawab, lntegritas tinggi, Cermat, Disiplin, Hcrmat, Sopan, 

Taat pada peraturan perundang-undangan, taat perintah, menjaga 

ra has ia. 

Etika publik dibutuhkan oleh Aparatur Sipi! Negara (ASN) dalam 

melakukan wewenangnya sesual dengan norma yang berlaku sehingga 

tidak terjadi penyimpangan dalam tugas dan jabatannya. Betu pula 

dengan penulis sebagal Perisalah Legislatif yang dituntut untuk membuat 

Risalah Rapat yang akurat sesuai dengan isi yang ada di dalani rapat 

anggota dewan. 

Nilai etika publik yang diterapkan oleh penulis dalam optimalisasi 

koordinasi kegiatan penyusunan Risalah Rapat adalah adarya integritas 

dalam melaksanakan kegiatan. Koordinasi yang dilakukan oleh pegawal 

di Bagian Risalah dengan penyelenggara rapat yang dalam hal mi adalah 
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Sekretariat Pansus harus optimal agar dapat mencapal hasil yang. 

diinginkan yaltu adanya Risalah Rapat yang akurat. Risalah rapat yang 

akurat merupakan bukti nilai integritas ASN dalam menjalakan tugasnya 

sebagai Pelayan Publik yang beretika. Apabila koordinasi yang dilakukan 

oleh Perisalab Leg islatif dengan penyelenggara rapat tidak optimal, maka 

Risalah Rapat yang dihasilkan pun menjadi tidak akurat. 

Etika publik juga dibutuhkan oleh penulis sebagai Ferisalah 

Legislatif ketika melakukan koordinasi dengan penyelenggara rapat 

maupun rekan kerja di Bagian Risalah. Sikap hormat dan sopan 

merupakan hal yang penting untuk diterapkan ketika rnelaksanakan 

koordinasi. Apabila sikap hormat dan sopan tidak diterapkan, maka 

koordinasi antara Bagian Risalah dengan penyelenggara rapattidak akan 

berjalan dengan balk. Hal mi akan berdampak pada lahirnya Risalah 

Rapat yang tidak akurat dan akuntabel sehingga mempengaruhi kinerja 

d ewa n. 

d) Komitmen Mutu 

Komitmen mutu merupakan sebuah gagasan yang diberikan individu 

atau kelompok untuk menciptakan sebuah hasil yang efektif, efisiensi, 

dan inovasi. Nilai Komitmen Mutu diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara 

(ASN) untuk dapat me!aksanakan tugas dan kewajibannya sebagai 

pelayan publik dengan cara yang efektif dan efisien. 

Begitu pula dengan penulis sebagai CPNS Perisalah Legislatif AN 

Pertama yang melakukan program aktualisasi yaitu optimalisasi 

koordinasi kegiatan penyusunan risalah rapat. Bagan optimalisasi 

koordinasi merupakan sebuah inovasi yang dihasilkan dari penulis. 

Bagan optimalisasi koordinasi disusun untuk mengoptimalkan proses 

koordinasi dalam kegiatan penyusunan risalah sehingga kegiatan 

tersebut dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin. 

Apabila tidak adanya nilai komitmen mutu dalam kegiatan 

optimalisasi koordinasi yang dilakukan oleh pegawai di Bagian Risalah 

dengan Penyelenggara rapat, maka proses penyusunan risalah menjadi 

tidak terkoordinir dengan baik. Risalah rapat sementara yang diserahkan 

kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi seharusnya dikembalikan 
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kembali kepada bagian risalah untuk dapat diperbaiki. Namun 

penyelenggara rapat menganggap bahwa risalah tersebut sudah menjadi 

risalah resmi dan hanya membutuhkan validasi dari sekretaris rapat. Hal 

mi mengakibatkan pembuatan risalah menjadi kurang efisien sehingga 

berdampak pada kinerja dewan. Sehingga program aktualisasi irii sangat 

penting untuk diterapkan sehingga menjadi salah satu nilal dasar ASN 

yaitu Komitmen Mutu. 

e) Anti Korupsi 

Anti korupsi merupakan salah satu Nilai Dasar PNS yang memiliki 

poin : jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandini, adil, 

berani dan peduli. Nilai anti korupsi dibutuhkan demi menjamin integritas 

dari seorang pegawai maupun dari institusinya. Penulis sebagai CPNS 

Perisalah Legislatif dalam menjalankan tugasnya pun membutuhkan nilai 

dasar ASN yaitu anti korupsi. 

Nilai anti korupsi dibutuhkan dalam optimalisasi koordinasi kegiatan 

penyusunan risalah rapat sementara untuk membuat risalah rapat yang 

akurat dan akuntabel. Risalab rapat merupakan dokumen yang berisi 

jalannya suatu rapat. Apabila pegawai di Bagian Risalab dengan 

Sekretariat Pansus tidak memiliki sikap jujur dalam nilai anti korupsi, 

maka risalah rapat tidak dapat dikatakan akurat. Hal mi juga akan 

berdampak pada anggota dewan. 

Selain sikap jujur, hal lain yang perlu diterapkan dalam nilai anti 

korupsi adalah tanggung jawab. Koordinasi penyusunan risalab rapat 

yang dilakukan oleh Pegawai Bagian Risa)ah dengan Sekretariat Pansus 

juga harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Setiap aktDr dalarn 

tugasnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Sehingga nisalah 

rapat yang dibuat juga dapat dikatakan risalah yang kredibel. 
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E. JADWAL KEGIATAN 

DISKUSI TtAAH 

DENCAN MENTOR 

KOORDNASJ DENCAN 
SEKRETARIAT PANSUS 

PEMBUATAN BAGAN 

5OSALSAS} SAGAN 

Gambar 15. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
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BABV 
PENUTUP 

A. KESIMPULAN 
Program aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Koordinasi Kegiatan 

Penyusunan Risalah Rapat Sementara memiliki tujuan untuk mencapatkan 

hasil akhir yaitu Risalah Rapat yang akurat dan akuntabel. Dalam 

melaksanakan program aktualisasi, penulis memiliki 4 kegiatan di dalamnya. 

Dalam kegiatan tersebut, mengandung nilai dasar ASN, peran dan kedudukan 

ASN dan Nilai Organisasi, di antaranya adalah 

1. Diskusi Terarah dengan Mentor 

Kegiatan 1 dalam rangkaian aktualisasi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu 

Perbaikan rancangan aktualisasi, identifikasi aktor penyusun risalah, dan 

pengenalan dengan Sekretariat Pansus. 

Kegiatan ml memiliki nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas dan Etika 

Publik. Nilal akuntabilitas dibutuhkan dalam kegiatan diskusi terarah dengan 

mentor untuk dapat mengidentifikasi setiap aktor yang terlibat dalam 

penyusunan risalah rapat. Selain itu, kegiatan mi memiliki nilsi etika publik. 

Sikap saling menghormati dan berperilaku sopan balk kepada mentor 

maupun pegawai di Sekretaniat Pansus yang berperan dalam penyusunan 

risalah rapat dibutuhkan dari penulis untuk dapat me!aksanakan Drogram 

aktualisasi ini. 

Selain mengandung nilai dasar ASN, Kegiatan diskusi terarah dengan 

mentor juga mengandung nilai organisasi dari Sekretaniat Jenderal DPR RI. 

Nilai-nilai tersebut adalah akuntabel, profesional dan integritas. Dengan 

mengidentifikasi aktor yang tenlibat dalam kegiatan penyusunan risalah 

rapat, maka penulis dapat melihat aktor yang bertanggung jawab di masing.-

masing tugasnya dalam proses penyusunan risalah rapat. Selain itu, 

Kegiatan ini dapat dikatakan profesional karena dengan mengidentifikasi 

aktor yang tenlibat dalam kegiatan penyusunan risalah rapat, penulis dapat 

pula melihat kesesuaian jabatan dengan tugas dan fungsinya yang telah 

ditetapkan sehingga Iebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai 

perisalah legislatif. 



Diskusi dengan Sekretariat Pansus 

Kegiatan 2 dari rangkaian aktualisasi mi terdiri dari 2 tahapan kegiatan, 

yang pertama adalah penjadwalan waktu diskusi dan diskusi terarah dengan 

Sekretaniat Pansus. Kegiatan mi bertujuan untuk membuka pandangan 

antara Bagian Risalah dengan Sekretariat Pansus mengenai proses 

penyusunan risalah rapat yang selama mi dilakukan. 

Kegiatan Diskusi dengan Sekretariat Pansus mengandung nilal dasar 

ASN yaitu nasionalisme dan etika publik. Diskusi terarah dengan Sekretariat 

Pansus mengandung nilai nasionalisme karena di dalam pelaksanaannya 

terdapat kerja sama dari pihak eksternal dan dituntut untuk disiplin dalam 

melakukan koordinasi yang sesual dengan peraturan agar terciptanya 

proses koordinasi yang optimal dalam penyusunan risalah rapat. Kegiatan 

ml juga memiliki nilai etika publik karena dalam pelaksanaannya penulis 

melakukan diskusi dengan pegawai di Sekretariat Pansus dengan sikap 

hormat dan sopan sebagai CPNS Perisalah Legislatif yang ingin melakukan 

diskusi bersama unit kerja lain yaltu Sekretariat Pansus dengan tujuan untuk 

membuka pandangan dan mengoptimalkan koordinasi kegiatan penyusunan 

risalah rapat. 

Nilai Peran dan Kedudukan ASN yang terkandung dalam kegiatan 

Diskusi dengan Sekretariat Pansus adalah Whole of Government. Dengan 

adanya diskusi ini, dapat mengidentifikasi keterkaitan unit kerja Bagian 

Risalah dengan bagian lain yaltu Sekretariat Pansus dalam mencapai tujuan 

bersama yaitu adanya koordinasi yang optimal dalam kegiatan penyusunan 

Risalah Rapat yang dapat menjadi bukti dari kinerja anggota dewan. Selain 

itu, terdapat pula tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan 

diskusi dengan Sekretariat Pansus, yaitu akuntabel, profesional dan 

mntegritas. 

Pembuatan Bagan Optimalisasi Koordinasi Kegiatan Penyusunan 

Risa!ah Rapat 

Tujuan dari kegiatan mi adalah merealisasikan program aktualisasi 

dalam bentuk bagan koordinasi yang di dalamnya mencakup kegiatan 

penyusunan risalah rapat. Terdapat dua tahapan kegiatan, yaitu mencari 
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referensi mengenai pengertian koordinasi, dan pembuatan bagan 

optimalisasi koordinasi. 

Dalam kegiatan mi memiliki dua nilai dasar ASN yaitu etika pLblik dan 

komitmen mutu. Pembuatan bagan optimalisasi koordinasi sesuai dengan 

salah satu nilai yang terkandung di dalam Etika Publik yaitu cermat, karena 

dalam pelaksanaannya memerlukan kecermatan agar sesuai dengan tugas 

dan fungsi dari pegawai Perisalah Legislatif maupun dari penyenggara 

rapat. Kegiatan ini juga memiliki nilai dasar ASN yaitu Komitmen Mutu 

karena dalam pembuatan bagan koordinasi penyusunan Risalah Rapat 

Sementara berorientasi pada Mutu. Selain nilai dasar ASN, terdapat pula 

nhlai peran dan kedudukan ASN yaitu whole of government. Pembuatan 

risalah rapat tidak bisa dilakukan hanya menggunakan perai dar Bagian 

Risalah, tetapi juga dibutuhkan peran dari penyelenggara rapat untuk 

dilakukan koreksi dan validasi risalah rapat, maka dari ilu dibutuhkan 

adanya kerja sama antar unit kerja di dalam proses penyusunar risalah. 

Dan terakhir, terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan 

pembuatan bagan optimalisasi koordinasi, yaitu akuntabel, profesional dan 

integritas. 

4. Sosialisasi Bagan Optimalisasi Koordinasi Kegiatan Penyusunan 

Risalah Rapat 

Tujuan dari kegiatan mi adalah menyosialisasikan hasil dari program 

aktualisasi penulis yaitu bagan optimalisasi koordinasi pembuatan risalah 

rapat sementara. Terdapat tiga tahapan kegiatan yang ada ci dalam 

kegiatan sosialisasi bagan optimalisasi koordinasi penyusunan risalah rapat, 

di antaranya adalah menyiapkan bahan sosialisasi, sosialisasi kepada 

Bagian Risalah, dan sosialisasi kepada Sekretariat Pansus. 

Terdapat nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam setiap tahapan 

kegiatan, diantaranya adalah akuntabititas dan etika pubIk. Sosialisasi 

diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab dari hasil penyusunan program 

aktualisasi yaitu optimalisasi koordinasi penyusunan risalah rapat. Selain itu, 

di dalam penyampaian sosialisasi, penulis menjelaskan hasil dan 

penyusunan bagan optimalisasi koordinasi dengan hormat dan sopan 

kepada pegawai di Bagian Risalah maupun di Sekretariat PANSLIS tanpa 
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bermaksud menggurui dan bersikap sopan sebagai rekan kerja. Terdapat 

pula nilai peran dan kedudukan ASN yaltu Whole of Government. Kegiatan 

mi termasuk ke dalam penerapan Whole of Government karena kegiatan 

tersebut saling berkaitan dan dalam prosesnya membutuhkan peran dan 

unit kerja lain selain dari Unit Kerja Bagian Risalah. 

Terdapat tiga nilai organisasi yang terkandung dalam kegiatan 

Sosiaisasi Bagan Optimalisasi Koordinasi penyusunan risalah rapat 

sementara, di antaranya adalab akuntabel, profesional dan mntegritas. 

Dengan adanya Sosialisasi bagan koordinasi, tugas dari masing-masing 

pegawai bagian risalah dan unit kerja terkait dapat semakin konsisten dan 

dapat dipertanggungjawabkan dalam pengerjaannya karena sesuai dengan 

peraturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan akuntabel. Selain itu, 

kegiatan mi memiliki nilai organisasi profesional karena di setiap kegiatan 

yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja memiliki tugas dan tanggung 

jawab tersendiri sesuai dengan perannya dalam menyusun Risalai Rapat. 

Pada kegiatan Sosialisasi bagan koordinasi penyusunan risalah rapat juga 

terdapat nilai organisasi yaltu intergritas karena dapat memandu pegawai di 

unit kerja bagian risalah untuk dapat menjunjung nilai kejujuran dalam 

menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

B. SARAN 
Terkait dengan pelaksanaan aktualisasi optimalisasi koordinasi 

penyusunan risalah rapat sementara terdapat beberapa hal yang perlu menjadi 

catatan, diantaranya adalah: 

Untuk Internal Unit Kerja 

Kedepannya diharapkan kegiatan mi dapat diterapkan pada Bagian 

Risalah. Kegiatan mi selain sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga 

mampu mengoptimalisasikan koordinasi penyusunan risalah rapat sehingga 

menghasilkan risalah rapat yang akurat dan akuntabel. 

Untuk Pihak Eksternal 

Diharapkan kegiatan optimalisasi koordinasi penyusunan nsa ah rapat 

dapat diterapkan pada Alat Kelengkapan Dewan selaku penyelenggara 

rapat untuk dapat mengoreksi terlebih dahulu sebelum risalah rapat 
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sementara di validasi, sehingga menghasilkan risalah rapat yang akurat dan 

akuntabel. 



LAMPIRAN 
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LAMPIRAN KEGIATAN I 
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TUNIS PENYUSUNAN 
Jillh1thi 

QIX; 
SckrctarialJcndcral tPR RI 
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DASAR HUKUM PENYUSUNAN RISALAH 

PERATURAN DPR RI NOMOR I TAHUN 2014 
tentang TATA TERTIB DPR RI (Pai'graf 6 PaaI 272 s.d 276) 

Paragraf 8 

Risalab, C3 1atan Rapal, dan Laporan SngkaI 

Pasa 272 

() Untuk seliap rpat paripuma, rapat panpum luar biasa, rapal panitia kerja at'j tim, rapat kerja: 
irtspat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapz.t umurn ciibuat risatah yenj thtandatanan oleh 
ketua rapat ataij seketa;is rapat Was nama ketua rapat. 

2) Risalab adafth catatan rapat yang dbuat secra ienap dan berisi suruh ja!ainya pembi:araan 
yang thaukan dalam rapat serla dilengkaui denan calatan tentano a, jonis dan s,fat rapat: b. han 
dan fan ggai rapa!, c tempat rapat; d occn rjpt; e. waktu pe;nbukaan thin p.Jnufupar2 topat;(. 
ketua dan s&cr'bnrs rapat; g. jumlah don nania anggofa yang menandritanç'rini drift ar hadir; dan It 
undarigrin yang hadr 

(3) Sahretars rapat sebagaimana dimaksuo pada ayat (2) huruf f adatah cejabat di Iinckungan 
Sekretariat Jenderal yang ditrnjuk untuk itu 

Sckre(ariat)ctiderzij DPR RI 

Alm 



DASAR HUKUM_PENYUSUNAN_RISALAFI 10 
Pa.a 273 

,;ektelaris rapal menyusu° nsals-N wn,wkabagkan kada anggota dan 
piflak yang basungkuiafl a(aafl 

p81 aaleaa 
) R,sa'ah Fapal ebdka dpit4kaS 	

CnaU* media aJkcothk dan dapat diakaaI tnh inyakat 

(3) RaI ra'at a -  bal e1u1up dan tara1al rariaa tdak dapal dPerikan kp3da pnhn 	
raI 

(4 ) Rlsjjah rapal yang 	ai1utip dan lical, rnenyatakafl stlat cafaIa dapat d ,pkafl kapada pern'w..n 

nmOS 	menaukafl 154 peFmntafl sacara tf1uIs sf.uaI dengan )tnfltUafl pfatUr4fl 

anrdar'an 
Pevnntaa' seca'a terhb5 sebagamafla dmOkSUd pada ayat (4) dapat dbafkafl Seleiall rnendaplt 

pee$an ¶erluhS dat, pimpinan DPR atau pmp4nan alat kelengkapafl OPR 

Pasal 274 

(I) Dawn1 setap ispal pmpnan DPR. rapat Badan Musyawarah, rapat komiL rapat gabungan ko,m, rapat 

Bactari Legrsas. rapat Baran Anparan. rapat BURT. rapal BKSAP. rapal Mohkamah K crtnarn Oewan, 

dan rapat parwta khu$i.S dPial cataran rapat dan Japorari sngkat yang dilandangano cleh kelua faat Otau 

$krp!ara ropat aas nanra ketu3 rapat yanq b&rsangkutan 

, 	(2) Cran rapat adaah catatan yang ;rerraat pnak pernbcaraan. kestmputan. daniatau keputusan yar 
dPrakan daarn rapat sebapamana thnaksud pada ayat (1) soda dilengkapt dengon catatan tentang ho) 

sebaaet1orra dmakaLld datam Pasal 272 Oyat (2) 

,3) LaPOtan sngkat sebagamona dirnaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan ropat 

C"'I Sckrctarbfjcndcral DF'R RI 

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RISALAH 

Paa 2' 

1) Seretan rapa secepatnya mnyusun aporan stngkat dan catatan rapal semtrtara untuk segera 
3rbaga keia ag:a cana'c yang bersangkutan seto(ah rapt sebagarmana thnakstd 
da)an 

(2) Sep 	 r 	,a; err 	ari ccen kesempaan urrtk rn*gadakan koreksi 
teiaa 	aa)strylentaya daarr AaKlu empat han seak catatan rapat sementara ter%ett 

ena 3an rnenarnpakansrya kpaa seJetans rapat yang bersankutan 

Pasal 2'G 

(Rrsan ;ataan raat ar )apar sg'at mengcinat ra9at 1ef1t*p yang berstat rahasia harus 4C 	'ar 3ea eas aa raras 
(2) Rac,31 bs(a e!tjp apa merL:Usan bahwa suatu hat ON thbicarakart  'ian/atau arar ra 	:u tda thnajkian atn risaiah catatan rapat. dar)atau tapoan sinkat 
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PEMANFAATAN RISALAH IN 

1 

LI Dowmm $ug.ra 	4 	Al 4l? PAT 

floar Pcngnbilnn 
Keputuan 

Transpwomi I Kinerja Organlsasi 
AkuntgWfitax

Sutjen EIPR RI - Snjun MPR RI - 

I 	Sijnn LJPD RI - Sel DPRD - 
Inrani yang mffipunya Uni 

L Perstdaigarp 

I$' 	- Man 
 LIat 8ui 

- 	Pnr.Itian Aaderu 

L Oan 11mn 

CitraOcwii 

[ 	Citra Oranisasl 

103 Sckretariatjendcraj DFR RI 

PENTINGNYA RISALAH 

Sebagai bahan awal atau materi pelengkap dari proses penganbilan 
keputusan untuk rapat-rapat selanjutnya. 
Sebagai dasar pembualan kansep catatan rapat 

Sebagai dasar pembuatan konsep laporan singkat rapat. 
Sebagal Dokun-ien negara yang merupakan hasH dari pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi organisasi. 
Sebaga salah satu alat bukti terhadap judicial review atas gugatan 
yang diajukan rnasyarakat terhadap produk Undang-Undang yang 
dihasikan oteh DPR. 

Sebagai bahari kajian para Akadernisi dalam melakukan suatu 
penehtian 

7 Sebaqat ahan iriformasi publik. 

8 Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam 
melaksanakan tugas pokoknya 
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Catataft dikusi terrQb, denqan Ser.taLiat Pansus 

Han. tanggal : Rabu, ii September2019 

Tempat : Sekretariat Pansus 

Narasumber : Hakhimah, S. Sos 

Jabatan Analis data dan Intomiasi Sekretariat Pansus 

I-iasil Diskusi: 

1. Pembuatan Risalah Rapat seama ini dilakukan oleh Bagian Risalali 
dan dlserahkan kepada penyelenggara rapat (Sekretaniet Parisus) 
untuk d!tandatangani oleh Kepala Bagian Sekretaniat Pansus atau 

Sekretaris Rapat. 
2. Pembuatan Risalah Rapat selama mi diterima oleh Sekretariat Pansus 

urituk dilengkapi menigenal infomasi sepular rapat yang tertera dalam 
cover Risalah Rapat. 

3. Intonrnasi rapat yang dIengkapi oleh Sekretariat Pansus meliputi: 
Tahun sidang 
Masa persdangan 

C. Jenis rapat 
Han, tanggal rapat 
Waktu 
Sifat rapat 
Pimpinan rapat 
Sekretar;s rapat 

I. Tempat 
Acara 
Anggota yang hadir 

I. Anggota yang izin 
m.Urrdangan yang hadir 

4. Koordinasi pembuatan risalah rapat yang sesuai dengan Perrnnpan 
RB rio. 26 tahun 2017 pasal 7 tentang uraian kegiatan Jabatan 
Fungsionat Perisalah Legislatit AhIi Pertama, adalah Risalah Rapat 
Semeatara diserahkan kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi, 
kemudian diserahkan kembali Ice Bagian Risalah untuk dilakukan 
perbaikan Risatah Rapat Sementara menjadi Risalah Rapat Resni. 

Penyusun. 	 Mtahui, 

(1' 

Me Penul,s 

NEV 
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PERANAN KOORDINASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI 
PADA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

Sri Wahyuni 1  

1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia. 
wahyuni@gmail.com  

ABSTRACT 

To made the worker productivity in bureaucracy needed efectively coordnation. 

The writer opinion management functions needed bureaucracy system in 

efficiency and effective public service The work effectively shown to prockictivity 

of operational system 

This research aims: 1) To get answer the question from writer. 2) To get answer 

so reserach hypotesis.. 

The result analyse the data obtained a the following result: 1) [Relation] co-

ordinate with the work productivity of officer at Office On Duty Pijblic Work of 

Provency Kalimantan Timur very weak 2) Effective coordination happened in 

officer storey;level in in formal atmosphere, on the contrary coordination of 

leader with the subordinate take place less be effective caused less 

konsisitennya programs work 

Keywords: coordination, effective 

i. PENDAHULUAN 
Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi 

pekcrjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang barmonis. Pada waktu irdividu-
individu dalarn departemen rnelaksanakan aktivitas sendiri, tujuan organisasi secara 
menyeluruh rnungkin akan terabaikan atau rnungkin timbul konf'lik diantara anggota. 

Mekanisme pengkoordinasian rnernungkinkan anggota organisasi untu tetap 
mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan organisasi dan mengurangi 
ketidakefisienan serta konflik yang merusak. Pengkoordinasian dirnaksudan agar para 
manajer rnengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dirniliki 
organisasi tersebut. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kernarnpiannya untuk 
nienyusun berbagai sumber dayanya dalani rnencapai suatu tujuan. 

Setiap organisasi mernpunyai keterbatasan akan sumber daya manusia, uang dan 
fisik untuk rnencapai tujuan organisasi. Keberhasilan rnencapai tujuan tergantung pada 
pemilihan tujuan yang akan dicapai dengan cara rncnggunakan suinber daya untuk 



rnencapai tujuan tersebut. Agar tujuan organisasi tersebut dapat :ercapai sesuai dengan 
apa yang diharapkan, inaka salah satu aspek yang diperhatikan adalah fakt:)r manusia. 

Dalarn upaya meningkatkan produktivitas pegawai di lingkungan 1irokrasi 
diperlukan koordinasi yang efektif. Hal inilah yang mendasari pemikiran penuli; bahwa 
fungsi-fungsi manajemen (termasuk koordinasi) perlu dijalankan di lingkungan 
birokrasi dalarn pelaksanaan tugas birokrat memberi pelayanan bagi publik secara 
efektifdan efisien. 

Pegawai Negeri adalab unsure Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi 
Masyarakat yang harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasr 1945 



dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintah dan pelaksana pembangunan, 
yang memiliki wibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung 
j awabnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa organisasi atau kantor dalam usahanya untuk 
mencapai tujuan perlu ditunjang oleh beberapa unsur seseorang yang dibri wewenang 
dalam suatu kantor harus merniliki dedikasi yang tinggi, seinangat kerja yang tinggi 
serta bcrtanggung jawab dan didukung pula oleh pengadaan sarana fisik Lantor lainnya 
yang turut mempelancar kegiatan pencapian tujuan yang te!ah ditentukan. 

H. PERMASALPLHAN 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk kategori menri hLbungan 

antara dua fenornena yaitu hubungan pengawasan dengan disiplin kerja. Sehingga 
penelitian mi dapat dirurnuskan sebagai berikut: 'Bagairnana Peranan Kordinasi 
Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pekerjaan Urnurn Provinsi 
Kalimantan Tiinur. 

iii.METODE PENELITIAN 
Penelitian mi dilakukan pada Kantor Dinas Pekerjaan Urnurn Provinsi KaLmantan 

Timur Penentuan sampel dilakukan secara sensus yaitu sehanyak 25 orang resDonden. 
Pengumpulan data dengan cara Lihraiy Research dan Field Work Research 

Pen elitian yang dilakukan olch penulis merupakan penelitian verifikatif atau yang 
bersifat kausalitas, yakni penelitian yang mencari hubungan antara variabd sebab 
dengan variabel akibat. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara koiwdinasi 
(Independent variable) dengan produktivitas keij a pegawai (Dependent variaL le. Alat 
analisis yang digunakan untuk rnenegtahui hubungan antara kedua iiariabel yang 
diajukan dalam penelitian mi, penulis rnenggunakan rumus perhitungan Koefisien 
Product Moment ('1i. Uji signifikansi koefisien korelasi rnenggunakan uli t, yaitu: t = 

1_ pada taraf 10% uji dua sisi. 

lv.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Variabel Koordinasi 

Koordinasi menurut Chung dan Megginson (1 98 1: 41), dapat didefinisikan 
sebagai proses motivasi, memimpin, dan rnengkornunikasikan bawahan uLtuk rnencapai 
tujuan organisasi. Sedangkan Sutisna (1989: 32) mendefinisikan koordinas: ialah 
proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dan orang-orang, hahan, dan sumber-
sumber lain ke arah tercapainya rnaksud-maksud yang telah ditetapkan. 

Lebih lanjut Handoko (2009: 362) rnenyebutkan tujuan dan rnanfaat dan 
koordinasi itu sendiri, adalah: 
a Untuk mewujudkan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simDlikasi) 

agar tujuan organisasi tercapal secara efektif dan efisien. 
h. Memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait. 

Agar manajer mampu mengintegrasikan dan mensikronkan pelaksanaan 
tugas- tugasnya dengan stakeholders pendidikan yang saling bergantungan, 
semakin besar ketergantungan dari unit-unit, semakin besar pula kebutuhan 
pengkoordinasian. 
Agar manajer mampu mengintegrasikan kegiatan fungsional dan :ujuan-
tujuan dari unit organisasi yang terpisah-pisah untuk menc:apai tujuan 
bersama dengan sumberdaya yang terbatas secara efektif dan efisien. 
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e. Adanya pembagian kerja dimana semakin besar pembagian keja, semakin 
diperlukan pengkoordinasian/penyerasian sehingga tidak terjadi duplikasi 
atau tumpang tindih pekerjaan yang menyebabkan pemborosan. 

t: Untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang balk d3n hmonis 
di antara kegiatan-kegiatan, baik fisik maupun nonfisik dengan para 
stakeholder. 

g. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi dengan sumberdaya yang terbatas. 

Ii Mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal organisasi yang kontra 
produktif. 

i. Mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu, serta persaingarl yang 
tidak sehat. 

Indikator Model Komunikasi yang Digunakan 
Untuk dapat memperlancar proses terjadinya koordinasi diperlukan model 

kornunikasi yang efektif, baik dalarn satu lingkup bidang kerja maupun antar bidang, 
serta antara individu-individu di dalaninya. Dalarn penyajian data Model Kornunikasi 
yang Digunakan mi jawaban responden ditabulasikan berdasarkan hasil wawancara 
terhadap responden yang merupakan Pegawai Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Provinsi Kalirnantan Timur. 

Rata-rata jawaban responden berada pada rentang 2 hingga 2,7 yang berarti bahwa 
model komunikasi yang paling efektif yang diterapkan di lingkungan kerja Dinas 
Pekei-jaan Umurn Provinsi Kalimantan Timur adalab koordinasi dengan jalan perternuan 
atau tatap muka langsung antara pihak-pihak terkait guna mencegah terjadinya kesalah 
pahanian. Penggunaan alat-alat bantu komunikasi hanya sebagai sarana untuk 
bcrlangsungnya koordinasi yang dirnaksud. 

Indikator Cara Menyampaikan Insti'uksi (Perintah) 
Cara menyampaikan instruksi (perintah) dimaksud di sini adalah cara-cara yang 

digunakan atasan dalam memerintahkan bawahannya guna pencapain tujuan organisasi. 
Rata-rata jawaban responden berada pada rentang 1,33 hingga 2,67 yang berart: hahwa 
dalam menyampaikan perintahnya, seorang atasan akan lebih didengar atau diilcuti oleb 
bawahannya apabila perintah tersebut dilakukan dengan cara-cara yang Iebih 
manusiawi, dalam arti melalui pendekatan perseorangan. Perintah yang di akukan dapat 
saja hersifat penting yang melibatkan banyak pihak, namun bila dilakukan dengan cara 
perintah langsung akan jauh tidak efektif hila dilakukan dengan cara rnenuliskannya 
pada selembar kertas (misalnya: meinbuat SK kegiatan). 

Indikator Kemampuan dalam Mengakomodir Suatu Kepentingan 
Kemampuan dalam Mengakornodir Suatu Kepentingan yang dirnaksud adalah 

bagaimana setiap orang yang ada di Dinas Pekerjaan Umurn Provinsi Kalirnantan Tirnur 
mampu menjalankan tugas-tugasnya yang tidak terlepas dari adanya kepentingan di 
atasnya. Rata-rata jawaban responden berada pada rentang 1,67 hingga 2,67 yang 
berarti bahwa dalarn melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang birokrat tidak 
ten epas dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang harus terakornodir. Di 
sinilah diperlukan kernampuan untuk mengakomodir kepentingan yang dimaksud tanpa 
mengorbankan diri sendini, karena adakalanya suatu kepentingan didahulukan dan 
mengorbankan kepentingan !ainnya yang dianggap tidak berpotensi menimbulkan 
kon flik. 
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Selanjutnya dan rata-rata nilai yang diberikan responden distukar untuk 
rn engetahui tanggap an responden terhadap Variabel Koordinasi secara I engka?. Hasil 
penggabungan yang diniaksud nampak bahwa indikator yang merniliki nilai tertinggi 
adalah Indikator Model Kornunikasi yang Digunakan, Kemanipuan dalam 
Mengakornodir Suatu kepentingan. kernudian Cara Menyampaikan Instruksi (Peintah). 

Variabel Produktivitas Kerja 
Sinungan (1987: 44) kesempatan utarna dalam rneningkatkan prodLktivitas 

manusia terletak pada kernampuan individu, sikap individu dalam bekerja, serta 
manajemen maupun organisasi kerja. Untuk menjawab pertanyaan, marnpukah buruh 
bekeija lebih baik? Dan tertarikkah pekerja untuk bekerja lebih giat?, maka terdapat dua 
kelompok syarat bagi produktivitas perorangan yang tinggi Pertarna, sedikitnya 
rneliputi: 

Tingkat pendidikan dan keahlian. 
Jenis teknologi dan hasil produksi 

e. Kondisi kerja 
d. Kesehatan, kemampuan fisik dan 

mental. Kedua, mencakup: 
Sikap (terhadap tugas), teman sejawat, dan pengawas 
Keanekaragaman tugas 
Sistem insentif ( sistem upah dan bonus) 
Kepuasan kerja 
Keamanan kerja 
Kepasthan pekerjaan 
Perspektifdari ambisi dan promosi 

Selanjutnya, untuk rneningkatkan produktivitas keija pegawai perlu adanya 
penyernpurnaan tata keija. Penyernpurnaan tata keija yang dimaksud adalah pergaturan 
kembali secara sistematis tentang cara-cara kerja, perlengkapan-perlengkapan, alat-alat 
dan keadaan-keadaan kerja sehingga bisa manipu mengurangi kelelahan pekerja dan 
rnenaikkan efisiensi dan kualitas produksi. (Thoha, 1973: 10). 

Produktivitas akan lebih baik dan mcningkat dengan adanya penyernpurnaan tata 
keija. dan mi akan berhasil apabila sernua yang terlihat di dalarn suatu organisasi (haik 
pemimpin maupun bawahan) meniaharni usaha tersehut dan mngetahui pula tujuan 
yang akan dicapai. 

Efisiensi Waktu dalarn Pengerjaan Suatu Kegiatan 
Efisiensi waktu dalarn pengerjaan suatu kegiatan inenunjukkan bahwa kcxrdinasi 

dapat menghemat waktu pengerjaan suatu proyek. Apabila setiap bagian dalam 
lingkungan Dinas Pekerjaan Umurn Provinsi Kalirnantan Tiinur bekerja sendir-sendiri 
untuk kepntingan yang sarna maka akan sangat tidak efisien bila dibandingkan dengan 
penyatuan kegiatan menjadi satu kegiatan secara terpadu dan terkoordinasi. 

Rata-rata jawaban responden benada pada rentang 1,67 hingga 2,33 yang berarti 
bahwa di Iingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaliniantan Timu upaya 
kooi-dinasi kadang-kadang saja dilakukan. Kalaupun ada koordinasi hanya sebatas 
pernbicaraan di dalarn ruang rapat, namun ketika keluar koondinasi relatif sukar 
dilakukan. Kesulitan dalarn berkoodinasi kurang mendapat dukungan dan unsur 
pinipinan, sehingga ada kesan setiap orang hanya bekerja meriurut pekerjaannya 
masing-masing. 
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Indikator Efektifitas Pencapaian Target-Target Pekerjaan 
Setiap perencanaan yang disusun tentu harus diupayakan pencapaiannya Untuk 

dapat tercapai diperlukan koordinasi berbagai pihak terkait, darl tingkat terendali hingga 
pada pihak yang mengambil keputusan. Rata-rata jawaban responden berada pada 
rentang 1,33 hingga 2 yang berarti Pencapaian target pekeijaan yang dilakukan di Dinas 
Pckerjaan Umum Provinsi Kalirnantan Timur relatif kurang disebabkan leinahnya 
koordinasi baik antara staf maupun antara bawahan dan atasan, scrta koordinasi dengan 
bidang-bidang yang terkait lainriya. 

Indikator Efektifitas Komunikasi Antara Pegawai Dalam 
Organisasi 

Efektifitas komunikasi antar pegawai ditandai dengan adanya komunikasi dua arah 
untuk saling mendukung pada pelaksanaan tugas sehari-hari. Rata-rata jawaban 
responden berada pada rentang 2 hingga 2,67 yang berarti bahwa komunikasi pegawai 
cukup efektif dalarn rnenyelesaikan suatu pekerjaan. Kornunikasi terjadi tidak lianya di 
ruang rapat narnun juga di ruang kcrja, bahkan di luar kantor. 

Selanjutnya dari rata-rata nilai yang diberikan responden disatukan untuk 
mengetahui tanggapan responden terhadap Variabel Produktivitas Kerja secara 
keselurulian. Hasil penggabungan yang diinaksud nampak bahwa indikator yang 
memiliki nilai tertinggi ada pada Indikator Efektifitas kornunikasi antara pegawal dalarn 
organisasi, Indikator Efisiensi waktu dalam pengerjaan suatu kegiatan dan Indikator 
Efekti fitas pencapaian target-target pekerj aan. 

V. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 

Berdasarkanhasilanalisisterhadap data yang berhasildihimpun di lapangan, maka 
dapit diambil hcbcrapakesimpulan sehagaiberikut: 
TI. Dari hasil analisis di ketahui VariabelKoordinasi (X) dengan variabel 

Produktivitas 
(Y) uji statistik korelasi product moment (rxy), dimana rxy = 0,06484 rnenuijukkan 
bahwa rxy berada di antara 0,00 <rxy< 0,199, artinya terjadi hubungai yang sangat 
rendah antara Variabel Koordinasi (X) dengan Variabel Produktivitas Kerja. 

2 Berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat untuk pengujian hipotesis dengan 
menggunakan Uji-t di dapat ttabel (24,0,025) = 2,064; maka t < ttabel maka 
Ho ditenima. Hal mi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yaig signifikan 
peranan Koordinasi terhadap Produktivitas kerja pegawai. 
Koordinasi efektif terjadi di tingkat pegawai dalam suasana informal, 
sebaliknya koordinasi antara atasan (pimpinan) dengan bawahan 
berlangsung kurang efektif yang disebabkan kurangkonsistennya pimpinan 
dalam menjalankan program- program kerja. 

B. Saran 
Adapun saran yang dapatdikemukakanberkaitandenganke impulan di 

atasadalah: 
Model komunikasi antara pimpinan dan bawahan tidak harus formal namun 
dapat dilaksanakan secara konsisten, meskipun dalam pelaksanaan tugas 
tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang 
mempengaruhinya. 
Perlu adanya kesadaran semua pihak untuk senantiasa berpegang pada 
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nilai-nilai obyektif dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pegawai. 
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3. Pemberian reward sajat idak cukup dalam memberi penghargaan pada 
pegawai, namun perlu dilanjutkan dengan komunikasi yang efektf dalam 
u paya mendorong produktivitas pegawai. 
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KOORDINASI ANTAR INSTITUS! DALAM PENGELOLAAN BENDA 

CAGAR BUDAYA CANDI BOROBUDUR 

Oleb: Noviana Wahyu Prabandary, FIS UNY, Novianawapra@yahoo.com  

Ab strak 

Penelitian mi bertujuan untuk mengetahui koordinasi antar institusi peige1oI 1 dalam 
pengelolaan benda cagar budaya Candi Borobudur, faktor pengharnbat dan 
pendukung koordinasi antar institusi dalarn pengelolaan benda cagar budaya 
Candi Borohudur. Desain penelitian mi menggunakan metodc deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Peneliti merupakan instrurnen utama penelitian dengan 
menggunakan alat bantu berupa pedornan wawancara dan pedoiran olservasi. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Teknik pem eriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumb r. S edangkan 
teknik analisi data menggunakan teknik analisis data model interaktif dai Miles 
dan Huberman yang terdiri dan tahap reduksi data (data reduclion,, tahap 
penyajian data (display data) dan tahap penarikan kesimpulan (verification). Hasil 
penelitian mi menunjukan bahwa (I) koordinasi antar pengelola benda cagar 
budaya Candi Borobudur melalui pedornan keija, forum dan konferensi nainun 
proses koordinasi antar institusi masih belum efektif dan optimal karena belum 
diterapkannya insentif koordinasi dan kalender pertemuan rutin (2) Terdapat 
faktor pendukung koordinasi yaltu lokasi kantor institusi yang berada dalam satu 
lokal area, diterapkannya teknologi informasi dalam berkoordinasi, serta adanya 
perpres yang mengatur peningkatan koordinasi antar institusi . Sedangkai faktor 
pcnghambat koordinasi adalah tidak adanya huhungan hirarkis antar institusi 
pengelola, perbedaan spesialisasi kerja dan orientasi kerja yang mengakibatkan 
lemahnya hubungan koordinatif antar i nstitusi pengelola. 

Kata kunci : koordinasi, institusi, pengelolaan 
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COORDINATION AMONG iNSTITUTIONS IN THE MANAGEMENT OF THE 

BOROBUDUR TEMPLE CULTURAL HERITAGE 

By: Noviana Wahyu Prabandary, FIS UNY, Noviana_wapra@yahoo.com  

Abstract 

This research aims to know the coordination among the manager of 

institutions manager in the management of cultural hertage of the 

borobudur temple, inhibited factors and supporter factors coordination 

between institutions in the management of cultural heritage borobudur 

temple. Design of this research used the descriptive method with a 

qualitative approach. Researcher is the main instrument research by using 

the tools of observation guidelines. Technique of data collection were taken 

by interviews, by observation, and documentation. The examination of data 

validity is source triangulation, while technique of data analysis was used 

an interactive model data analysis from Miles and Huberman, conssting of 

data reduction, data display and verification. This research showei that ( 

I ) institutional coordination by guidelines work, forum, and conference 

/meeting, but the process of coordination still not effektive and optimal 

because they did not apply incentives coordination ( sanctions offense 

agreement ) and calendar coordination between the instit:jtions .( 2  ) 
supporting factors of the coordination is the location of the institutions that 

are in a local area, application of in formation technology improve the 

coordination , and the presidential regulation arrange the coordination 

between the institutions . The barrier factor of institutional coordination 

were no hierarcy among the institutional, the difference in the occupational 

specialization and orientation causes the weaknesses of coordinative 

relation among the institutions. 

Keywords: coordination, institution, management 
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PENDAHULUAN 

Candi 	Borobudur 

merupakan candi Budha terbesar 

di Indonesia yang ditetapkan 

sebagai benda cagar budaya yang 

dilindungi dan pada tahun 1992 

oleh UNESCO ditetapkan sebagai 

salah satu keajaiban dunia dan 

telah terdaftar dalam World 

Heritage List (WHL) Nomor 592. 

Perlindungan benda cagar budaya 

rnelalui upaya manajernen. 

Berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 1 tahun 1992 tentang 

Pengelolaan Tarnan Wisata Candi 

Borobudur Dan Tarnan Wisata 

Candi 	Prambanan Serta 

Pengendalian 	Lingkungan 

Kawasannya. pengelolaan benda 

cagar budaya Candi Borobudur 

dilakukan berdasarkan pembagian 

zonasi. Zona I dikelola oleh 

Kernentrian Pendidikan Dan 

Kebudayaan rnelalui unit 

pelaksana teknis Balai Konservasi 

Borobudur (BKB) untuk aspek 

perlindungan dan pelestarian. 

Aspek pengembangan pariwisata 

pada zona II dilimpalikan pada PT. 

Taman Wisata Candi Borobudur 

Prambanan Dan Ratu Boko 

dibawah Kernentrian BUMN 

dengan melakukan penianfaatan 

dan menjaga ketertiban zona I 

.Aspek penataan ru.ang pada zona 

III diserahkan kepada pemerintah 

daerah tingkat I provirsi Jawa 

Tengah dan pernerintah daerah 

tingkat II kabupaten Magelang. 

Masing - masing institusi 

pengelola merniliki spesialisasi 

dan orientasi keija yang bebeda 

yang menyebabkan t:ngginya 

kehutuhan akan kocrdinasi. Selain 

itu koordinasi antar institusi 

pengelola juga telah diatur dalarn 

Peraturan Presiden RI Nornor 58 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan E.orobudur dan 

S ekitarnya.. 

Koordinasi bertujuan untuk 

mengintegrasikan, n-ienyinkronkan 

dan menselaraskan kegiatan 

pengelolaan bersama agai berjalan 

secara simultan dan tidak 
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overlapping. 	Koordinasi 	juga 

bertujuan untuk memelihara ik!im 

dan sikap saling responsif 

antisipatif dikalangan unit keija 

independen yang berbeda-beda. 

Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk mengkaji rnengenai 

koordinasi antar institusi dalam 

pengelolaan benda cagar budaya 

Candi Borobudur. 

James AT Stoner 1986:380 

mendefinisikan koordinasi 

sebagai proses pemanduan 

sasaran-sasaran dan kegiatan-

kegiatan unit- unit (bagian-bagian 

atau bidang fungsional) yang 

terpisah pada sebuah organisasi 

secara efisien. Menurut Hani 

Handoko 2003: 195, koordinasi 

adalah proses pengitegrasian 

tujuan- tujuan dan kegiatan - 

kegiatan pada satuan-satuan yang 

terpisah (departemen atau bidang-

bidang fungsional) suatu 

organisasi untuk rnencapai tujuan 

organisasi secara efisien. Dan 

berbagai definisi koordinasi yang 

dipaparkan oleh para ahli maka 

dapat disimpulkan pengertian dan 

koordinasi adalah proses 

pengintegrasian tujuan dan 

kegiatan, kerj asarna antar institusi 

atau unit terkait, penyesuaian 

bagian-bagian yang berb1a agar 

kegiatan dad tiap bagian —bagian 

dapat terlaksana secara iraksimal 

dan terealisasi dalair satu 

kesatuan tindakan 

Hasibuan 	(2011) 

mengemukakan bahwa koordinasi 

terdapat dua j enis kc ordinasi yaitu 

Koordinasi vertikal 

Kegiatan 

penyatuan pengarahan 

yang dilakukan oleh 

atasan 	terhadap 

kegiatan unit- unit 

Koordinasi Hcrizontal 

mengkoordinsikan 

tindakan —tindakan 

atau keg iatan 	- 

kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang 

dilakukan terhadap 

kegiatan 

- kegiatan dalam tingkat 

organisasi (aparat yang 

setingkat. Kcordinasi mi 

dibagi 	 atas 

in terdisciplina.y 	dn 

interrelated. 

Menurut Handayaiingrat 

(1983:125) metode dan 	teknik 

koordinasi dapat 	diakukan 
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1. kewenangan 



konsensus 	 7 feedback 

pedoman kerja 

forum 

Menurut 	Handayaningrat 

(1989:80), koordinasi dalarn 

proses rn anaj ernen dapat diukur 

melalui indikator berikut mi: 

Komunikasi 

Kesadaran 	pentingnya 

koordinasi 

Kompetensi partisipan 

Kesepakatan, 
komitmen, 

dan insentif koordinasi 

Kontinuitas perencanaan 

Dengan 	mernandang 

koordinasi melalui proses 

manajemen, menurut G.R Terry 

d'1am Ndraha (2003: 297 ) yang 

perlu diukur ada!ah 

informasi, komunikasi, 

dan teknologi informasi 

kesadaran 

pentingny 

a k000rdinasi, 

berkoordinasi 

kompetensi 

partisipa 

n, kalender pemerintahan 

kesepakatan dan 
komitmen 

penepatan kesepakatan 

oleh setiap pihak yang 

berkoordinasi 

insentif koordinasi 



Pengelolaan /manajemen 

adalah suatu proses atau 

kerangka kerj a yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan 

suatu kelompok orang- orang 

kearah tujuan - tujuan 

organisasional atau maksud-

maksud yang nyata ( George R. 

Terry dan Leslie W. Rue 

2011:1). Sedangkan definisi 

manajernen menurut J.F Stoner 

dan Charles Wankel (dalam 

Siswanto 2010:2) yang 

mendefinisikan 

rnanaj em 

en adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, 

kepemimpiarian 	 dan 

pengendalian upaya anggota 

organisasi daii penggunaan 

seluruh suniber daya organisasi 

lainnya derni tercapainya tujuan 

organisasi 

Pengelolaan / manajemen 

benda cagar budaya Candi 

Borobudur adalah rangkaian 

mekanisme kerja yang tertata 

untuk mencapai tujuan bersarna 

yang telah ditctapkan 

Hamdi Muluk (2011) 

menjelaskan pengertian cagar 

budaya adalah warisan budaya 

bersifat kehendaan berupa 

benda cagar budaya, bangunan 



budaya, struktur cagar budaya, situs 

cagar budaya. dan kawasan cagar 

budaya di darat dan/atau di air 

yang perlu dilestarikan 

keberadaannya karena merniliki 

nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, 	pendidikan, 

agarna,danlatau 	kebudayaan 

rnelalui proses penetapan. Benda 

cagar budaya adalah benda alarn 

danlatau benda buatan manusia, 

baik bergerak maupun - tidak 

bergerak, berupa kesatuan atau 

kelompok, atau bagian-bagiannya, 

atau sisa-sisanya yang merniliki 

hubungan erat dengan 

kehudayaan 	dan 	sejarah 

perkembangan manusia, 

(kantor unit Borobudur) serta Dinas 

Pariwisata Kabupaten Mag1ang 

Informan Penelitian 

Kepala 	Seksi 	Layanan 

Konservasi 	Balai 	Konservasi 

Borobudur, Kea1a Divisi 

Administrasi Dan Keuangan PT. 

Taman Wisata Candi Bcrobudur 

Prambanan Dan Ratu Boko, 

Analis Potensi Pgiwisata 

Kabupaten Magelang di Dinas 

Pariwisata Kabupaten Magelang, 

ketua Pokia Pemanfaatan dan 

Layanan Masyarakat Balai 

Konservasi Borobudur, Staf Balai 

Konservasi Borobudur. 

Instrumen Penelitian 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Penelitian mi menggunakan 

metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. 

Tempat dan Waktu 
Penelitian 

Penelitian mi dilaksanakan 

inulai darl hulan Febuari hingga 

bulan Mci 2016 dan bertempat di 

Balai Konservasi Borobudur 

(BKB), PT. Tarnan Wisata Candi 

Borobudur dan Pranibanan 

Dalam penelitian kualitatif 

peneliti bertindak sebagai 

instrumen utama pcneIitin. Oleh 

karena itu peneliti sebagai 

instrumen juga hams dva1idasi 

seberapa jauh peneliti siap 

melakukan penelitian. 

Sumber Data 

Data Primer diperoleh dan 

hasil wawancara dengan iiforman 

penelitian terkait dengan 

koordinasi antar institus. dalam 

pengelolaan benda cagar hudaya 



candi Borobudur. sedangkan data 

sekunder diperoleh darl dokuinen 

yang didapat di lokasi penelitian. 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

	

Wawancara 	dilakukan 

dengan semi terbuka yaitu 

menggunakan pertanyaan 

terbuka, narnun ada batasan 

tema dan alur pembicaraan 

serta ada pedornan wawancara 

(guideline interview) yang 

digunakan sebagai kontrol 

dalam alur pembi caraan. 

2. Observasi 

Penelitian 	 mi 
menggunakan non participant 

observation yaitu peneliti 

hanya mengamati 

dan tidak ikut terlihat dalam 

kegiatan-kegiatan 	 yang 

berkaitan 	dengan 	masalah 

penelitian. 

perundang-undangan, 	rnajalah 

ilmiah, draft standar operasional 

piosedur institusi terkait. 

Teknik Pemeriksaan 

Keabsahan Data 

Dalam penelitian mi digunakan 

teknik triangulasi sumber yang 

berarti membandingkan dan 

memeriksa kembali kesesuaian suatu 

informasi yang diperoleh rnelalui 

waktu dan alat yang berbeda. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalarn 

penelitian mi menggunakar teknik 

analisis yang dikemukakan oleh 

Mules dan Huberman yaitu rcduksi 

data , penyajian data, dan 

kesimp ul an. 

HASIL PENELITIAN 

3 Dokumentasi 
	 DAN PEMBAHASAN 

Dokumentasi 	yang 

digunakan dalani penelitian mi 
adalah booklet Balai Konservasi 

Borobudur. buku Masterplan 

JICA, LPJ PT. Tainan Wisata 

Candi Borobudur Prambanan 

Dan Ratu Boko tahun 2015, 

jurnal penelitian, peraturan 

Hasil Penelitian 

Koordinasi membantu dalam 

memaksimalkan pencapaian sebuah 

kelompok dengan cara rnemperoleh 

keseimbangan dan mnyusun 

komponen aktivitas yang dir1ukan, 

memberikan harapan kepada 

kelompok yang berpartisipasi pada 

tahap awal perencanaan dan 



kelompok rnengenai tujuan bersama dan 

setiap anggota. Dengan mernandang 
level, 	 penanganan 

permasalahan 	insidental, 
koordinasi 	dari 	proses 	iianajernen 

(pengelolaan) maka nienurut George 
kegiatan 	perayaan 	(prtarna 

dan level kedua yaitu kepala 
R.Teriy 	dalarn 	Handayaningrat 

unit 	ataupun 	kepala 	divisi 
(1989:80), 

koordinasi dalam proses manajemen 
masing 	- 	masing 	institusi. 

Mengenai 	ha! 	—hal 	terkait 
dapat 	diukur 	iiielalui 	indikator 

berikut mi: 
dengan 	 program 

pengembangan 	kawasan 	Candi 

1. Informasi, Komunikasi Borobudur,kegiatan peestarian 

Candi 	Borobudur 	e)ent),dan 
dan 	Teknologi 

juga 	terkail 	dengan 
Informàsi 

pelaksanaan 	tugas 	institusi 
Publik manapun dapat rnengakses yang saling rnelihatkan 

informasi rnelalui website yang 

dirniliki oleh masing - masing 3. Kompetensi partisipasi 
institusi. 	Terkait 	dengan dan 	kalender 
informasi khusus 	yang 

pemerintahan  
tidak 

dipublikasikan maka keduanya 
Partisipan 	dalam 	proses 

akan saling mengakses mclalui 
koordinasi 	yang dilaksanakan 

perrnohonan resm I. 

telab sesuai dimana prtisipan 

adalah 	seorang pejabat 

2. Kesadaran berwenang 	atau pimpinan 

pentingnya koordinasi institusi 	namun 	selTia 	mi 

Menurut George R. Terry tidak 	ada 	waktu 	/ kalender 

dalam Handayaningrat (1983) pemerintahan yang d:sepakati 

bahwa 	tanggung 	jawab bersama 	untuk proses 

koordinasi 	berada 	pada koordinasi rutin. 

pimpinan sehingga koordinasi 4. Kesepakatan, 
menjadi tugas darl pimpinan. Komitmen dan 
Koordinasi 	yang 	berlangsung 

Penepatan 
dilakukan 	oleh 	pimpinan 

Kesepakatari 
masrng - masing institusi pada 

Tidak banyak 

.................................... 



bersama antara Balai 



Konservasi Borobudur dan PT. 

Tarnan Wisata Candi 

Borobudur Prambanan dan 

Ratu Boko. Hal mi 

dikarenakan masing -masing 

institusi telah merniliki tugas 

dan fungsi masing —masing 

sesuai peraturan perundangan 

adjustment, 	improvement, 

koreksi dan sebagainya. 

Feedback 

dimaksudka 

n sebagai tindaK Ianit dan 

koordinasi yang sudah 

berja an 

S. Insentif Koordinasi 
insentif koordinasi yang 

dimaksud adalah sanksi bagi 

pihak yang ingkar atau tidak 

menaati kesepakatan 	yang 

te!ah 	 disepakati 

bcrsaina.Menurut 	G.R 	Teny 

dalam 	Ndraha 	(2003) 

peinberian sanksi diberikan 

oleh 	pihak 	atasan 	terkait. 

Selama mi dalarn proses 

pengelolaan Candi Borohudur 

belum ditetapkan adanya 

insentif koordinasi 

6. Feedback 

adalah sebagai 

masukan - balik ke dalarn 

proses koordinasi selanjutnya. 

Oleh March dan Simon disebut 

coordination hj.' feedback, yaitu 

koordinasi hasil kontrol 

terhadap setiap kegiatan unit 

kcrja, agar dapat dilakukan 

Pembahasan 

Pengelolaan cagar budaya 

memerlukan penanganan tidak hanya 

oleh para arkeolog tetapi oleh semua 

peinangku kepentingan (staktholder) 

yang berkompeten.Benda cagar 

budaya yang merupakan warisan 

budaya adalah milik publik yang 

niemerlukan sebuah sistern legislasi 

dan administrasi yang khas dalam 

pengelolaan dan sesuai dengan 

kepentingan publiknva. 7erdapat 

in ultinianagement, multi c ri entasi, 

kewenangan ganda, pengelolaan 

yang tidak terintegrasi, spcsia!isasi 

kerja institusi pengelola serta 

egosektoral pengelolaan dalam 

pengelolaan benda cagar budaya 

candi Borobudur 

Koordinasi antar pnge1ola 

benda cagar budaya Candi 

Borobudur belum optimal karena 

tidak diterapkannya insentif 

koordinasi 	(sanksi 	pelanggaran 

kesepakatan) 	dan 	kalender 

koordinasi rutin antar i nstitus .Tidak 



serta memberikan porsi yang 

sesuai dalam pengelolaan benda 

cagar budaya yang meliputi 

seluruh aspek pengelolaan. Selain 

itu pengelolaan berasas single 

management akan lebih 

rnernudahkan proses koordinasi 

karena unit - unit dengan 

spesialisasi kerja yang berbeda 

berada dalam satu badan otoritas 

yang sarna dan berada dalam satu 

hirarki / line of command 


